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ABSTRAK

Nama : Anggreni Gozadli, SH.
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul . Pelanggaran  Jabatan Notaris Karena Notaris Tidak

Mencocokan Surat Aslinya Ditinjau dari Undang-Undang
Jabatan Notaris dan Kode Etik : Studi Kasus Putusan M ajelis
Pemeriksa Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 Nomor
11/B/Mj.PPN/X1/2010

Kode Etik Notaris merupakan seluruh kaedah mora yang menjadi pedoman dalam
menjaankan jabatan Notaris. Ruang lingkup Kode Etik Notaris berlaku bagi seluruh
anggota perkumpulan organisasi lkatan Notaris Indonesia (INI). Ikatan Notaris
Indonesia berperan penting dalam penegakan pel aksanaan Kode Etik Notaris, melalui
Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pel aksanaan
Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris selalu berkaitan dengan Undang-Undang
Jabatan Notaris karena keduanya merupakan suatu kesatuan yang dijadikan pedoman
bagi para Notaris dalam menjaankan jabatannya. Notaris yang melakukan
pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris akan
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satu
pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjaankan jabatannya adalah
pelanggaran dalam hal pembuatan akta, diantaranya adalah membuat akta-akta yang
memuat keterangan palsu di dalamnya. Dimana yang menjadi salah satu faktor suatu
akta itu memuat keterangan palsu adalah tidak dilakukannya pencocokan fotokopi
surat-surat dengan surat-surat aslinya. Pelanggaran seperti itu dapat dilihat dalam
kasus pelanggaran Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan
oleh Notaris SH, SH., yang dulunya di Kota Tangerang Selatan dan sekarang di Kota
Jakarta Selatan, yang mana atas pelanggaran yang dilakukannya tersebut Notaris
SH,SH dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Kode Etik Notaris dan
Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana ternyata dalam Putusan Mgdis
Pengawas Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 Nomor 11/B/Mj.PPN/X/2010.
Akan tetapi penulis berpendapat bahwa penerapan sanks yang di berikan oleh
Majelis Pengawas Pusat tidaklah sebanding dengan kerugian yang diderita oleh pihak
pelapor, seharusnya Mgelis Pengawas Pusat menjatuhkan sanksi yang lebih tegas
yakni pemberhentian dari jabatan Notaris kepada Notaris SH, SH sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, agar membuat Notaris lain
menjadi jeradan tidak melakukan pelanggaran yang serupa.

Kata kunci:

Pelanggaran Jabatan Notaris, Notaris Tidak Mencocokan Surat Aslinya
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ABSTRACT

Name : Anggreni Gozali , S.H
Major : Notary Magister
Title : A Violation of Notary Position Due to Thendbility to Match an

Original Letter That is Viewed from the Laws obfdry Position and
Ethic Code :Case Study of The Council Decision Investigator
Notary’'s Center dated 2% of December 2010 Number
11/B/Mj.PPN/X1/2010

Notary Ethic Codes is the moral essence in whicWilit also be the guidance in
running Notary position. Notary ethic code scopeligs for all members in the
Indonesian Notary Organization (INI). The organmatplays an important part in
implementing the Notary Ethic Codes, through thaf@of Honors who has the duty
of watching the implementations of the Codes. Thwaly Ethic Codes is always
connected with the Laws of Notary Position sineeytte both a unison in which they
will be the guidelines for all Notary in runningeiin duties. Notary who has violated
against the Ethic Codes and the Laws of Notarytidoswill be sanctioned according
to the rules in which has been stated. One of ¢menaton violations that a Notary
tends to do is in making a certificate, one of thesnmaking a certificate which
contains false information. One of the key factivat a certificate is withholding a
false information is by not doing any effort of mlaing photocopied letters with the
original. Such offence can be seen in cases ofcEilides and Laws of Notary
Position violation which has been done by the No&id, SH used to practice in the
City of South Tangerang and in the City of Soutkajt, due to the violation, SH
will be sanctioned accordingly by the Ethic Coded @he Laws of Notary Positions
as noted in The Council Decision Investigator Ng&€enter dated" of December
2010 Number 11/B/Mj.PPN/XI/2010. Although the writagrees that the sanction
given by the Head Supervisory Board for SH is inpamble to the loss of the
aggrieved party, the Board should have given aibBeaanction such as discharge
from the Notary position to SH, such a case wo@l@lbesson for others.

Key Words :
A Violation of Notary Position, Due to The Inabylito Match an Original Letter
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Etika merupakan salah satu bagian dari filsafagyaengadakan studi
tentang kehendak manusia. Secara lebih sederhge dikatakan bahwa
etika adalah filsafat tingkah laku manusia, yanghcag pedoman tentang
bagaimana seharusnya manusia bertindak atau bérBaaaran etika semata-
mata adalah tingkah laku atau perbuatan manusig gidakukan dengan
sengaja. Baik tidaknya, tercela tidaknya suatu yetem itu dinilai dengan ada
tidaknya kesengajaan. Orang harus bertanggung jtevahdap perbuatannya
yang dilakukan dengan sengaja.

Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja harusi skesigan kesadaran
etisnya. Kesadaran etis bukan hanya berarti s&aar adanya perbuatan yang
baik dan buruk saja, tetapi sadar pula bahwa ovesjth berbuat baik dan
wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercelakdtyang berasal dari
kesadaran manusia merupakan petunjuk tentang parbw@ana yang baik
dan mana yang buruk dan sekaligus juga merupakaiigi@n atau kualifikasi
terhadap perbuatan seseorang. Dalam etika kitk Kidaya berbicara tentang
kehendak atau perilaku manusia melainkan jugangritaedah dan motivasi
perilaku manusia. Etika pada hakekatnya merupalkarlgngan hidup dan
pedoman tentang bagaimana seyogyanya seseoraberitodak. Bagi etika,
baik buruknya, tercela tidaknya perbuatan itu drutengan tujuan hukum,

yaitu ketertiban masyarakat.

Masyarakat sebagai mahluk sosial senantiasa daédmadupan sehari-
hari akan saling melakukan interaksi sosial. Hulamalgubungan yang terjadi
dalam interaksi sosial tersebut tidak jarang mekapasuatu hubungan
hukum, yang tentunya akan melahirkan suatu perbudmakum, yang
mempunyai akibat-akibat hukum tertentu. Dalam Kkestanilah, kepastian

hukum menjadi dasar dalam pranata sistem hukun segfara.

! Solomon, Robert C.Etika suatu pengantar, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000), him. 47.
% 1bid.
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Bagi hukum problematiknya adalah ditaati atau djgar tidaknya
kaedah hukum. Hukum menuntut legalitas, yang hdmahtiwa yang dituntut
adalah pelaksanaan atau pentaatan kaedah hukuntasemta. Sebaliknya
etika lebih mengandalkan iktikad baik dan kesadananal pada pelakunya.
Oleh karena itu etika menuntut moralitas, yang mebmhwa yang dituntut
adalah perbuatan yang didorong oleh rasa wajibtailaggung jawab. Itulah
sebabnya timbul kesulitan untuk menilai pelanggaratika selama
pelanggaran itu tidak merupakan pelanggaran hukttika seperti halnya
juga dengan hukum mengancam pelanggaran dengarsi.séddnya saja
pelanggaran pada etik sanksinya tidak dapat dipaksalengan sarana
ekstrem.

Kata profesi dalam bahasa Indonesia yang tepatbdan tidak atau
belum ada. Pada umumnya profesi dapat dilukiska@agse pekerjaan yang
menyediakan atau memberikan pelayanan  yargghly specialized
intellectual”. *

Menurut Roscoe Pound kata profesi itteférs to a group of men
persuing a learned art as a common calling in the spirit of a public service, no
less a public service because it may incidentally be a means of livelihood".*
Jadi profesi adalah pekerjaan pelayanan yang dkrdengan persiapan atau
pendidikan khusus yang formil dan landasan kerjagyideel serta didukung
oleh cita-cita etis masyarakat. Adapun ciri-ciriof@si ialah: merupakan
pekerjaan pelayanan, didahului dengan persiapam p¢sdidikan khusus
formil, keanggotaannya tetap dan mempunyai ci@-@tis masyarakat.
Profesi berbeda dengan pekerjaan lain yang tujwanaglalah untuk
memperoleh keuntungan semata-mata, sedangkan iprafesusatkan
perhatiannya pada kegiatan yang bermotif pelayaRaofesi tidak selalu
dibedakan dengan tajam dari pekerjaan-pekerjaarfadation, occupation).®

Peraturan mengenai profesi pada umumnya mengarithikigak yang
fundamental dan mempunyai peraturan-peraturan mangjagkah laku atau

perbuatan dalam melaksanakan profesinya yang dikaandalam kode etik.

% Sumaryono, E.Etika Profesi Hukum, (Jakarta: Penerbit Kanisius, 2006), him. 58.
“ Ibid.
> 1bid.
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Di dalam praktek pelaksanaan profesi (hukum) camagberkembang kearah
mencari keuntungan (dokter, pengacara, notarijngga kesadaran hukum
dan kepedulian sosial menurun.

Profesi hukum harus berlandaskan etik. Demi hukiunseéndiri profesi
hukum harus berlandaskan etik. Dapatlah kiranyafeprohukum itu
dirumuskan sebagai suatu kegiatan pelayanan daidamd hukum melalui
pendidikan tinggi hukum berdasarkan etik. Kode girhfesi hukum yang
bersifat umum tidak ada, karena profesi hukum dabegavariasi. Hal ini
tampak dari adanya beberapa kelompok profesi hukygariy antara lain
hakim, jaksa, pengacara, notaris, dosen hukum dbagainya. Mengingat
bahwa secara teknis fungsional dan operasional stugsing-masing
kelompok dalam profesi hukum itu berbeda, maka mgasiasing mempunyai
kode etiknya sendiri sendiri. Hakim misalnya yaeggabung dalam IKAHI
mempunyai kode etiknya sendiri sebagai hasil Kegariu Musyawarah
Nasional ke IX lkatan Hakim Indonesia tahun 198&gyalikenal dengan
Panca Brata, pengacara yang tergabung dalam IKADBnpunyai kode
etiknya sendiri, notaris yang tergabung dalam INInmpunyai kode etiknya
yang ditetapkan oleh Kongres lkatan Notaris Ind@anég X tahun 1974.
Mereka semua itu bergerak di bidang hukum, tetdaigerbedaan tugas. Pada
hakekatnya kegiatan mereka bersifat ilmiah yang meuonhkan dasar
pendidikan tinggi hukum. Mereka harus mampu merdkaiusmasalah-
masalah hukum, memecahkannya, menerapkannya darbarieputusan.
Yang diperlukan adalah kemampuan untsklving legal problems’. Baik
hakim, jaksa dan sebagainya harus mengudbaipbwer of solving legal
problems’. Meskipun secara teknis operasional kegiatan kaereerbeda
namun di lapangan mereka selalu dihadapkan padsiwaratau konflik yang
harus dipecahkannya, oleh karena itu harus mengudsa mampu
mengoperasionalkan bekal yang diperolehnya dadigé@n tinggi hukun?.

Profesi hukum tidak dapat disamakan dengan prpfesesi lainnya
seperti profesi dokter misalnya. Profesi dokter upakan profesi dengan

kegiatan tunggal yang tidak bervariasi dibandingllangan profesi hukum,

® Sudikno MertokusumoProfesi dan pendidikan hukum,(makalah disajikan pada Temu llmiah
Mahasiswa Notariat Indonesia di Kaliurang, 2006)
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sehingga ikatan antara para anggotanya erat daksaglaan kode etiknya
lebih mudah dan mantap.

Tujuan dirumuskannya kode etik adalah untuk meriteggjadinya
perilaku yang tidak etis dari anggotanya dan merk&erarah serta menjamin
mutu moral anggotanya. Pemegang profesi dituntuigoiamakan profesinya
secara bertanggung jawab. Sekalipun kode etik itnaksudkan untuk
mencegah adanya campur tangan dari pihak luar gyaieamun berfungsi
juga sebagai kontrol sosial. Pelanggaran kodetieldk menimbulkan sanksi
formil bagi pelakunya, sehingga terhadap kasusngegl@an umumnya hanya
dilakukan teguran. Kode etik memerlukan adanya Del@hormatan untuk
mengawasi pelaksanaan profesi dan pelaksanaan &bkie(Universitas
Gadjah Mada sejak tahun 1997 telah memiliki Dewahdfmatan Kode Etik
Dosen).’

Profesi “Notaris” dapat dilacak balik ke abad k& pada masa roma

kuno, dimana mereka dikenal sebagaibae, tabellius ataunotarius Pada

masa itu, mereka adalah golongan orang yang mermmdtdo. Istilah notaris
diambil dari nama pengabdinya, notarius, yang keamuthenjadi istilah/titel
bagi golongan orang penulis cepat atau stenogrdfearis adalah salah satu
cabang dari profesi hukum yang tertua di dénia.

Tugas dan fungsi notaris adalah memberikan pengulitukum kepada
masyarakat. untuk dapat memberikan penyuluhan hutersebut, notaris
diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukeoara netral (tidak
berpihak kepada siapapun) berdasarkan permintaamigh.

Eksistensi lembaga Notaris muncul sebagai salah gpaya negara
untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukbagi anggota
masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum privatfp®, negara
menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang bhangan dalam hal
pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuofatiat bukti.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negérarhberdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Repuldldnésia Tahun 1945

" Sudikno Mertokusumo, dan A.Pitlo, Bab-bab tentamememuan hukum, (Jakarta: PT Citra
Aditya Bakti, 2003), him 74.
® Ibid.
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yang berintikan kebenaran dan keadilan yang manajamén kepastian,

ketertiban, dan perlindungan hukum. Untuk itu diihkian alat bukti tertulis
otentik mengenai keadaan, peristiva, atau perbuatakum yang

dilaksanakan melalui jabatan tertentu, yaitu oleitans sebagai pejabat
umum.

Sudikno Mertokusumo memberikan definisi Notaris aggh pejabat
umum yang mempunyai wewenang untuk membuat aktatilotenengenai
semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yangndghgan oleh peraturan
umum atau diminta oleh para pihak yang membuat’akta

Agar dapat dinyatakan sebagai akta otentik, sukta Botaris harus
memenuhi persyaratan, yaitu:

Akta harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum

1. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan dlellangUndang

2. Akta dibuat oleh yang berkuasa untuk itu di temgaimana akta itu
dibuat.

Jika salah satu dari persyaratan tersebut tidalkendip, maka akta
tersebut kehilangan otensitasnya, dengan katealkian tersebut menjadi akta
di bawah tangan. Suatu akta otentik dapat dijadéetvagai alat bukti yang
sempurna, yang artinya apabila salah satu pihalgapeken akta tersebut di
pengadilan, Hakim harus menerimanya dan mengangdwed apa yang
tertulis dalam akta itu sungguh-sungguh telah derfgehingga segala sesuatu
yang tertulis dalam akta tersebut harus dipercdgh élakim dan harus
dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dépadtikan.

Akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris dajtadakan atas:

1. Akta yang dibuat “oleh” (door) notaris atau yangatnakan “akta relaas”
atau “akta pejabat” (ambtelijke akten).
2. Akta yang dibuat “dihadapan” (ten overstaan) nstatau yang dinamakan

“akta partij” (partij akten).

® Sudikno MertokusumoArti Penemuan Hukum Bagi Notaris, Renvoi, Nomor 12, tanggal 3 Mei
2004, him. 49.

'Y KUHPerdata, Ps. 1868.

* G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notalikafta: Penerbit Erlangga, 1999), him 51-
52.
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Sejak berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris ymarg, maka
lahirlah perkembangan hukum yang berkaitan langsdieggan dunia
kenotariatan saat ini, yakf:

1. Adanya “perluasan kewenangan Notaris”, yaitu kewgaa yang
dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) butir f, yakkewenangan membuat
akta yang berkaitan dengan pertanahan”.

2. Kewenangan untuk membuat akta risalah lelang. Aist@ah lelang ini
sebelum lahirnya Undang-undang tentang Jabatan rislotaenjadi
kewenangan juru lelang dalam Badan Urusan Utantaijudan Lelang
Negara (BUPLN) berdasarkan Undang-undang NomorgQaPun 1960.

Memberikan kewenangan lainnya yang diatur dalam atBean
Perundang-undangan. Kewenangan lainnya yang d@élemm Peraturan
Perundang-undangan ini merupakan kewenangan yahgdeermati, dicari
dan diketemukan oleh Notaris, karena kewenangarmisa jadi sudah ada
dalam dalam Peraturan Perundang-undangan, dafkguganangan yang baru
akan lahir setelah lahirnya Peraturan Perundangngah yang baru.

Kebutuhan akan jasa notaris dalam masyarakat mdakk mungkin
dapat dihindarkan. Notaris sebagai pejabat umumg#et oleh pemerintah
dan pemerintah sebagai organ negara mengangkaisnmi&an semata untuk
kepentingan notaris itu sendiri, melainkan jugaulirkepentingan masyarakat
luas. Jasa yang diberikan oleh notaris terkait deaxtgan persoalatrust
(kepercayaan diantara para pihak), artinya negasabmerikan kepercayaan
yang besar terhadap notaris dan dengan demikiaat difatakan bahwa
pemberian kepercayaan kepada notaris berarti batotaxis itu mau tidak
mau telah memikul tanggung jawab atasnya. Tanggwab ini dapat berupa
tanggung jawab secara hukum maupun moral.

Pengawasan dan Pembinaan terhadap Perilaku Ngaagsdiatur dalam
Kode Etik Profesi dan Pelaksanaan Jabatan Notaaisy ydiatur dalam
Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabattaribl dilakukan oleh

Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang dariaimMiajelis Pengawas

'2|ndonesialundang-Undang tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 tahun 2004
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Daerah Notaris, Majelis Pengawas Wilayah Notarigjdlils Pengawas Pusat
Notaris®®

Adanya Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utamak
melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etikléich adalah semata-
mata untuk kepentingan para Notaris sendiri, yaegpunyai ikatan dengan
pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas yar teitentukan oleh
undang-undang. Namun, harus diperhatikan bahwa Detehormatan di
dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidakpslelari Ketentuan-
ketentuan yang ada, baik yang berkaitan dengannisam Ikatan Notaris
Indonesia maupun Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pengawasan terhadap para Notaris tidak hanya betkkm hal Notaris
mengabaikan keluhuran dan martabat atau tugasajabat atau melakukan
pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakkdsalahan-kesalahan
lain di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notableh karena itu,
sangatlah penting bagi para Notaris untuk dapa lelemahami sejauh mana
perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pelanggacae letik, bagaimana
efektivitas  organisasi/perkumpulan  lkatan Notaris\donesia dalam
memberikan pembinaan terhadap para Notaris agak tefjadi hal-hal yang
merugikan Notaris dan masyarakat yang dilayaninya.

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis melakulstndi kasus yang
pernah terjadi pada kantor notaris yang dulunykoth Tangerang Selatan dan
sekarang bertempat di Jakarta Utara, karena padtorkéersebut pernah
terjadi pelanggaran jabatan notaris. Kasus tersbbunula karena adanya
pelaporan masyarakat atas nama PT Sl yang diwakai Firm Hotman Paris
& Partners (Pelapor) kepada Pengawas Daerah Ndtakispaten Tangeran
dan Kota Tangerang Selatan atas pelanggaran jalvetamis atas nama
Notaris SH, SH (Terlapor) terhadap Akta yang dihyat yaitu Akta
Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan R&tayataan Nomor 5
tanggal 26 Januari 2010, dimana dalam membuattakdabut, notaris tidak
pernah melihat dan tidak melakukan pengecekanada 128 surat-surat

Disbursement Request (permohonan pencairan dana yatokopinya

31bid., ps. 68
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dilampirkan atau dilekatkan dalam Akta Pernyataaombr 4, selain itu
notaris juga tidak pernah melihat dokumen aslinyan didak pernah
melakukan pencocokan keaslian dokumen atas 20-sunat Disbursement
Request yang fotokopinya dilekatkan dalam akatany&¢aan Nomor 5.
Dalam pembuatan akta ini notaris hanya memberikamel dan juga paraf.
Hal tersebut merupakan suatu tindakan rekaysa umtekgelabui agar
fotokopi 20 dan 128 surat-surat Disbursement Reqgueasy di stempel dan di
paraf tersebut agar kelihatan seolah-olah adayaslyang pada kenyataannya
tidak pernah ada dan Terlapor tidak pernah metibinya.
Berdasarkan kasus tersebut diatas, maka penuliariteruntuk melakukan
penelitian dan menyusunnya dalam tesis dengan jUéelanggaran Jabatan
Notaris Karena Notaris Tidak Mencocokkan Surat Aslnya Ditinjau Dari
Undang_Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik : StudiKasus putusan
Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tanggal 02 Desembe010 Nomor
11/B/Mj.PPN/XI/2010"

1.2. Pokok Permasalahan
Perumusan masalah merupakan hal yang sangat petdalag suatu
penelitian, karena dengan perumusan masalah seopamgliti telah
mengidentifikasikan persoalan yang diteliti sehengsasaran yang hendak
dicapai menjadi jelas, terarah dan dapat dicajsaraa yang diinginkan.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diataka perumusan
masalah dalam penelitian ini dapat penulis rumusiediagai berikut:
1. Pelanggaran jabatan notaris apa sajakah yangdi#ékukan oleh seorang
Notaris yang tidak mencocokan fotokopi dengan saskhya ?
2. Sanksi apakah yang diterapkan terhadap Notaris t{idag mencocokan
fotokopi dengan surat aslinya ?
1.3. Metode Penelitian
Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah, akud#n rasional
sehingga sesuai dengan kriteria keilmuan dan ddipattanggungjawabkan
keobyektifannya, diperlukan suatu metode yang $edeagan obyek yang
dibicarakan. Karena penelitian hukum bertujuan kintmemberikan
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kemampuan dan ketrampilan untuk mengungkapkan lelen melalui

kegiatan-kegiatan yang sistematis, metodelogiskdasistent’

Dalam penulisan ini, bentuk penelitian hukum yargudakan adalah
dengan penelitian hukum normatif atau penelitiarkunu kepustakaan.
Penelitian kepustakaan yaitu, penelitian yang mamlekn pada penggunaan
data sekunder atau berupa norma hukum tertulisatltanwawancara dengan
informan serta narasumber.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitaradalah data
sekunder yaitu data yang diperoleh langsung metedaoulusuran kepustakaan
atau dokumentasf. Sehingga penelitian ini menggunakan macam bahan
hukum primer sebagai norma dasar, bahan sekumd&gai bahan yang
memberikan informasi yang berkaitan dengan isi I®mprimer serta
implementasinya, serta menggunakan bahan hukunertesbagai pemberi
petunjuk (pelengkap) terhadap sumber primer danreskse’

Sedangkan metode analisis data yang dipergunakamdoenelitian
ini adalah dilakukan kualitatif, yaitu tidak memieigkan kuantitas tetapi
kualitas dari data-data yang dipergunakan. Analisislitatif tersebut,
digunakan terhadap data sekunder yang berasalképtistakaali, yang
terdiri dari:

1.3.1 Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan ninukang
mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan pengan-
undangan yang terkait dengan kode etik notaris

1.3.2 Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang etainigannya
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu maiggabahan
hukum primer yaitu :

1. Buku-buku ilmiah

4 Soerjono SoekantdPengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia,

2007), him. 46.

' Dian Puji N. Simatupang, “Proposal Penelitian @i Bahan Perkuliahan Metode Penelitian

Hukum Universitas Indonesia Fakultas Hukum Progrslagister Kenotariatan,” (makalah
disampaikan pada perkuliahan, Depok, 13 Maret 2008). 8.

16 | 1ai
[bid., him. 9.
7 Sri Mamudiji, et al.Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas

Hukum Universitas Indonesia, 2005), him. 3.

18 bid., hal 13.
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2. Makalah-makalah
1.3.3 Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang mekdrerpetunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primerekamder, yakni

kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

Dengan metode-metode pengumpulan data tersebtagjicaharapkan
dapat memberikan titik terang untuk sedikit megetathlan memecahkan
permasalahan yang ada.

Dari hasil penelitian itu dipilah-pilah dan akhimymenjadi suatu
kesimpulan yang teratur, lengkap dan sistematisandabentuk laporan

penelitian

1.4. Sistematika Penulisan

Judul tesis ini adalahPelanggaran Jabatan Notaris Karena Notaris
Tidak Mencocokkan Surat Aslinya Ditinjau dari Undang-Undang
Jabatan Notaris dan Kode Etik : Studi Kasus putusanMajelis Pemeriksa
Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 Nomor 11/BJMPN/X1/2010".
Sistematika penulisan dalam tesis ini terdiri deya bab dan tiap bab dibagi
menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika set#padalah sebagai
berikut:

BAB | Pendahuluan
Dalam bab ini berisikan antara lain mengenai laglakang masalah,

pokok permasalahan, metode penelitian dan sisteanadinulisan.

BAB Il  Tinjauan Pustaka, Analisa dan Pembahasan

Dalam bab ini berisikan antara lain mengenai Peéiagemotaris,
Notaris sebagai Profesi, Pengawasan Terhadap blotéode Etik Notaris,
Sanksi Pelanggaran Kode Etik, Sejarah Notaris #atah Notaris Indonesia
dan Kasus Pelanggaran Kode Etik yang dilakukanri¢ota

BAB Ill  Penutup
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Pada bab terakhir ini, penulis akan menyajikanwskasimpulan dan
saran dari segala penguraian dan pembahasan danuhsesi judul tesis

tersebut.
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BAB |1
PELANGGARAN JABATAN NOTARISKARENA NOTARIS
TIDAK MENCOCOKAN SURAT ASLINYA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARISDAN KODE ETIK :
Studi Kasus Putusan M aj elis Pemeriksa Pusat Notaristanggal 02
Desember 2010 Nomor : 11/B/Mj.PPN/X1/2010

2.1. Notaris
2.1.1. Pengertian Notaris

Notaris, merupakan pejabat umum yang diangkat dan
diberhentikan oleh pemerintah, namun Notaris buarfPegawai
Negeri menurut Undang-Undang atau peraturan kepggawOleh
karenanya Notaris tidak menerima gaji dan mempergensiun,
hanya menerima honorarium dari kliennya.

Dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 30 tahun 2004rgnt
Jabatan Notaris diatur secara jelas mengenai b@sd&onorarium
yang diperoleh oleh Notaris dalam menjalankan tugmsUndang-
Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notarisyatekan
bahwa *°

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untukbuat
akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimanakdun dalam
Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut.

Notaris diberi wewenang serta mempunyai kewajibatuku
melayani publik, oleh karena itu Notaris ikut medakakan
kewibawaan dari pemerintah. Dody Radjasa Waluyo egaskan
bahwa %°

Notaris selaku pejabat umum mempunyai kewenangan

membuat akta otentik, yang merupakan bukti tertpiesbuatan

!9 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, Ps. 1 tentabgtdn Notaris.
? Dody Radjasa Waluyd{ewenangan Notaris Selaku Pejabat Umuvtedia Notariat (Menor)
edisi Oktober-Desember 2001, him. 63.
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hukum para pihak dalam bidang hukum perdata. Aleatix yaitu

.21

1.

Akta artinya tulisan yang memang disengaja dibuatuki
dijadikan bukti tentang suatu peristiwva yang ditadgani
(Pasal 1867 KUHPerdata)

. Akta otentik itu mempunyai kekuasaan pembuktianuinuk/ang

sempurna, karena itu kedudukannya sama dengan gndan
Undang, artinya apa yang tertulis dalam akta itwhaipercayai
oleh hakim serta mempunyai kekuatan pembuktianakedacara
formil maupun materiil.
Apabila suatu akta tidak dibuat di hadapan atal p&gabat yang
berwenang, maka akta itu menjadi tidak otentik m&kn sama
dengan akta di bawah tangan, artinya apabila adtselut
disangkal oleh penggugat, maka harus dibuktikano Bebenaran
tanda tangan yang terdapat dalam suatu akta.
Jadi kegunaan akta otentik untuk kepentingan petiduklalam
suatu peristiwva hukum guna mendapatkan suatu kepast
hukum.

Akta otentik sangat penting bagi mereka yang meuoiikan

alat pembuktian untuk suatu kepentingan pribadi puauuntuk

kepentingan usaha seperti akta mendirikan PT, Eg&umpulan

perdata, dan lain-laiff

a kr w0 N e

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notgaity 2>
Warga negara Indonesia
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun
Sehat jasmani dan rohani
Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strdte

kenotariatan

2L | bid.

2 Soegondo, R., Notodisoerjblukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasaidpkarta: Raja
Grafindo Persada, 1993), him. 9.
% Undang-Undang Nomor 30 tahun 20@®4. Cit.,Ps. 3
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6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah jzekebagai
karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulertubut-
turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiru atas
rekomendasi Organisasi Notaris setelah Ilulus strdtea
kenotariatan, dan

7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabatraegdvokat,
atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh
undangundang dilarang untuk dirangkap oleh jabistaaris.

Peraturan yang ditujukan kepada Notaris sebagabpepmum
dimaksudkan, agar ada kepastian hukum di dalamuptb atau
tugas tertentu yang dibebankan kepada Notaris bersd?aulus

Efendi Lotulung berpendapat bahva

Pada dasarnya salah satu tugas yang terpentingp&agrintah
sebagai penguasa (overheid) adalah azas membedi&an
menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi paraawarg
anggota masyarakat. Dalam bidang tertentu tugasolih
penguasa melalui Undang-Undang diberikan dan dagekan
kepada Notaris, dan sebaliknya masyarakat jugashagtcaya
bahwa akta Notaris yang dibuat itu memberikan kiggras

hukum bagi para warganya.

Pelayanan negara terhadap masyarakat umum dibkgn da
bagian yang mendasar, yaifo :

1. Pelayanan negara kepada masyarakat umum dalam gbidan
publik, dijalankan oleh pemerintah atau eksekutéuadikenal
dengan istilah Pejabat Tata Usaha Negara, ataub&eja
Administrasi Negara yang mempunyai kewenangan,asert

kekuasaan untuk memberikan pelayanan kepada damk unt

4 Paulus Efendi LotulungPerlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat UmDatam
Menjalankan Tugasnyaedia Notariat (Menor), edisi Januari 2000, hi38.

25 i
Ibid.
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kepentingan masyarakat umum, akan tetapi tidalatasbhanya
dalam publik saja, yang disebut pejabat pemerintah.

2. Pelayanan negara kepada masyarakat umum dalam gbidan
hukum perdata. Pelayanan dalam bidang hukum peridata
dijalankan "atas nama negara”, dilaksanakan olghronegara,
tetapi bukan oleh eksekutif/pemerintah, melainkajalahkan
oleh pejabat umum. Notaris sebagai pejabat umuihgk ti
berwenang untuk membuat akta di bidang hukum publik
wewenangnya hanya terbatas pada pembuatan aktadatigb
hukum perdata.

Dalam sumpah jabatan Notaris juga disebutkan, ba®oeang
Notaris akan menjaga sikap, tingkah laku, dan akemjalankan
kewajiban sesuai Kode Etik Profesi, kehormatan, tabat, dan
tanggung jawab sebagai Notaris. Dengan demikian eKédik
Notaris sangat diperlukan bagi Notaris dalam manjedn tugas
jabatannya, sehingga perlu dibuat secara tertulisikudiketahui
secara luas bagi setiap Notaris, bahkan Kode Etitafié menjadi
salah satu bahan kelulusan untuk dapat menjadriNota

2.1.2. Tugasdan Kewenangan Notaris

Seorang Notaris mempunyai tugas dan kewenanganhzng
dipatuhi. Tugas pokok dari Notaris, adalah membalkia-akta
otentik. Di dalam pembuatan akta-akta otentik tause Notaris
mempunyai peranan Yyang sangat penting, yaitu malaya
kepentingan umum terutama dalam hal pelayanan hukum
Kewenangan dari Notaris tersebut melipthi :

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenaiugaem
perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang dihanussigh
peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikekientEh

yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam aktati&te

6 Undang-Undang Nomor 30 tahun 20@®4. Cit.,Ps. 15
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2. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyingida,
memberikan grosse, salinan dan kutipan akta
3. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepaatiggat
surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buksuls
4. Membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan aftand
dalam buku khusus
5. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tandaerupa
salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan
digambarkan dalam surat yang bersangkutan
6. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengam asiraya
7. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pearbu
akta
8. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
9. Membuat akta risalah lelang
Kewenangan Notaris tersebut dibatasi oleh keterketantuan
lain yakni?’
Tidak semua pejabat umum dapat membuat semuatatdpi
seorang pejabat umum hanya dapat membuat abtaealdatu
yang berdasarkan peraturan perundang-undangarrid\iddak
berwenang membuat akta untuk kepentingan oranggoran

tertentu?®

Maksudnya, bahwa Notaris tidak diperbolehkan mermblta
untuk diri sendiri, suami/istrinya, keluarga settanaaupun keluarga
semenda dari Notaris, dalam garis keturunan lueuddwah tanpa
batasan derajat serta dalam garis ke samping satepgan derajat
ketiga, baik menjadi pihak untuk diri sendiri maopuelalui kuasa.
Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya suatdakan

memihak dan penyalahgunaan jabatan.

7 pid. Ps. 1
28 |pid. Ps. 53

UNIVERSITASINDONESIA

Pelanggaaran jabatan..., Anggreni Gozali, FH Ul, 2011.



2.1.3.

17

Notaris hanya berwenang untuk membuat akta otedtik
wilayah hukum atau wilayah jabatannya. Di luar yalla hukum atau
wilayah jabatannya, maka akta yang dibuat tidak mewmai
kekuatan sebagai akta notaffil.

Apabila Notaris masih menjalankan cuti atau dipedati
jabatannya, notaris tidak diperbolehkan untuk meahbita. Notaris
juga tidak boleh membuat akta, apabila Notarisetars belum
diambil sumpahny&’

Hak, Kewajiban dan Larangan Bagi Notaris

Otoritas Notaris diberikan oleh Undang-Undang untuk
pelayanan kepentingan publik, bukan untuk kepeatingjri pribadi
Notaris. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban yaregrtban Notaris
adalah kewajiban jabatarambtsplichy. Notaris wajib melakukan
perintah tugas jabatannya itu, sesuai dengan ispah pada waktu
hendak memangku jabatan Notaris. Batasan seorantarido
dikatakan mengabaikan tugas atau kewajiban jabapatila Notaris
tidak melakukan perintah imperatif Undang-Undang ngya
dibebankan kepadanya.

Di dalam melaksanakan tugasnya, Notaris mempunyai
beberapa hak, kewajiban serta larangan. Hak darasg Notaris
berupa :
1. Hak untuk cutf?
2. Hak untuk mendapat honorariuth.
3. Hak ingkar®®

Kewajiban Notaris meliputi :

1. Mengucapkan sumpah/janiji sebelum menjalankan jabgies*

29 |bid.
%0 Ibid.
%1 Ibid.
%2 bid.
 bid.
* |bid.

Ps. 17
Ps. 11
Ps. 25
Ps. 36

Ps. 4, jo Ps. 16 huruf e jo Ps. 54
Ps. 4 ayat (1)
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2. Wajib menjalankan jabatan secara nyata, menyampdkaita
acara sumpah/janji jabatan, alamat kantor, conaolla tangan
dan paraf serta teraan cap/stempel jabatan Nétaris.

3. Bertindak jujur, bijaksana, mandiri, tidak berpihaan menjaga
kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan mmu{Rasal 16
ayat (1) huruf a), membuat akta dalam bentuk Mirkta dan
menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notdtesgl 16
ayat (1) huruf b), mengeluarkan Grosse Akta, Salidkta, atau
Kutipan. Akta, berdasarkan Minuta Akta (Pasal 1&td%) huruf
c), memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuamdaeg-
undangan (Pasal 16 ayat (1) huruf d), merahasiaegala
sesuatu mengenai akta yang dibuatnya, kecuali Wadaaang
menentukan lain (Pasal 16 ayat (1) huruf e), mdmkta (Pasal
16 ayat (1) huruf f), membuat daftar dari akta @soterhadap
tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berhanom (Pasal
16 ayat (1) huruf g), membuat daftar akta yang éxealan dengan
wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta tiapro@Pasal
16 ayat (1) huruf h), mengirimkan daftar akta keft@raPusat
Wasiat Departemen dalam waktu 5 (lima) hari padaggu
pertama tiap bulan berikutnya (Pasal 16 ayat (Lyufhu),
mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftasiat
pada setiap akhir bulan (Pasal 16 ayat (1) huruhgmpunyai
cap/stempel yang memuat lambang negara Republibnésia
dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan ngafetan, dan
tempat kedudukan yang bersangkutan (Pasal 16 Byht(uf k),
membacakan akta di hadapan penghadap (Pasal 1@Layairuf
), menerima magang calon Notaris (Pasal 16 aydiyfuf m)3°

4. Berkantor di tempat kedudukanni/a.

% Ibid. Ps. 7
% |pid., Ps. 16
¥"bid., Ps. 19 ayat (1)
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Wajib memberikan jasa hukum kepada orang yang tidak
mampu®

Larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris, y&itu :
Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya
Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (t)jblari kerja
berturut-turut tanpa alasan yang sah
Merangkap sebagai pegawai negeri
Merangkap jabatan sebagai pejabat negara
Merangkap jabatan sebagai advokat
Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawairBddaha
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badasaha

Swata

7. Merangkap sebagai PPAT di luar wilayah jabatan fta

8. Menjadi Notaris Pengganti

9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengaman

agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat megarmpén

kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Notaris sebagai Profesi

Benar adanya bahwa tidak semua pekerjaan dalanp hiru

dapat dikatakan sebagai profesi dan benar jugadalkak semua
profesi ada di dunia merupakan profesi luhur ataxharmat
ataupun profesi mulia (officium nobile). Hanya peg&an-
pekerjaan tertentu saja yang merupakan profesi.

Menurut Abdulkadir Muhammad, agar suatu pekerjaan

dapat disebut suatu profesi ada beberapa syaray Vwanus
dipenuhi, antara laif{’

1. Adanya spesialisasi pekerjaan;

2. Berdasarkan keahlian dan keterampilan;

3. Bersifat tetap dan terus menerus;

% |pid., Ps. 37
% Ibid., Ps. 17

40 Abdulkadir MuhammadEtika Profesi Hukum(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), him.

58.
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4. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan;

5. Mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi;

6. Terkelompok dalam suatu organisasi profesi.

Hal ini sejalan dengan pendapat Rina Utami DjayHauid.,
yang menyatakan bahwa Apa yang dilakukan sehairi-tlah
Notaris pasti berhubungan dengan tanggung jawahridpselain
tanggung jawab moril sebagai profesional, kalauugigan pihak
lain, Notaris harus dapat mempertanggung jawablekerpaannya
di muka hukund*

Lebih lanjut menurut C.S.T. Kansil, menjelaskardkhi-kaidah
pokok yang berlaku bagi suatu profesi adalah seé tsgikut:**

1. Profesi merupakan pelayan, karena itu mereka Haelsrja
tanpa pamrih, terutama bagi klien atau pasiennyay yadak
mampu;

2. Pelaksanaan pelayanan jasa profesional mengacu rpkada
nilai luhur;

3. Pelaksana profesi berorientasi kepada masyarakearase
keseluruhan;

4. Pola persaingan dalam 1 (satu) profesi haruslaftseh
Sedangkan menurut E. Y. Kanter menyatakan bahwaakeb

profesi terdiri dari kelompok terbatas orang-oramaagg memiliki

keahlian khusus dan dengan keahlian itu merekat deptungsi di

dalam masyarakat dengan lebih baik dibandingkamyatenvarga

masyarakat lain pada umumnya atau dalam pengeréiag lain,
sebuah profesi adalah sebutan atau jabatan dimiamay yang
menyandangnya memiliki pengetahuan khusus yangalghenya
melalui training atau pengalaman orang lain dalanarignya

sendiri®®

“! Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Rina Utamubgai, S.H., pada tanggal 2 Maret 2011.

42 C.S.T. Kansil Pokok-Pokok Etika Profesi Hukyifdakarta: Pradnya Paramita, 2003), him. 5.

43 E. Y. Kanter, Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio — iRgli¢Jakarta: Storia
Grafika, 2001), him. 63.
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Sejalan dengan pendapat diatas, Daryl Koehn mediatang
profesional sebagai orang yang mengucapkan janjnagiapan
publik dengan suatu komitmen moral, mengemukakaterkx
seorang profesional sebagai berifét:

1. Orang yang mendapat izin dari negara untuk melakskeatu
tindakan tertentu;

2. Menjadi anggota organisasi pelaku-pelaku yang ssenaa
mempunyai hak suara yang menyebarluaskan standéataa
cita-cita perilaku dan yang saling mendisiplinkaardna
melanggar standar itu;

3. Memiliki pengetahuan atau kecakapan yang hanyatatike
dan dipahami oleh orang-orang tertentu saja sieldi tlimiliki
oleh anggota-anggota masyarakat lain;

4. Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaannyan da
pekerjaannya itu tidak amat dimengerti oleh madgrgang
lebih luas;

5. Secara publik di muka umum mengucapkan janji (sumpa
untuk memberi bantuan kepada mereka yang membutuhka
bantuan.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa risota
merupakan satu profesi yang cukup unik, karena rsotdalam
melaksanakannya dituntut serba profesional, inlihtgr dalam
melaksanakan tugasnya Notaris tidak boleh menggkaimsalah
satu pihak, selain itu Notaris berbeda dengan prodelvokat,
Notaris harus bersifat netral, karena Notaris meéWwaKdua) belah
pihak dalam melakukan perjanjian. Hal ini berbedaghn advokat
hanya mewakili salah satu pihak dalam suatu pefatzsa

hukum?® Dengan perkataan lain, Notaris harus menunjukkan

“ Daryl KoehnLandasan Etika Profes{Yogyakarta: Kanisius, 2000), him. 75.
% Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Ariani Themesj S.H. pada tanggal 28 November
2010.
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sifatnya yang netral bagi para pihak meski ia dteibantuan
hukum oleh salah satu pih&k.

215 Pengawasan Terhadap Notaris

Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi

kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnyaaris
dituntut untuk meningkatkan profesionalisme dan litagm
kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian
perlindungan hukum bagi klien dan masyarakat luhAsnlah
Notaris yang semakin bertambah tiap tahunnya, niégikan
semakin ketatnya persaingan Notaris untuk bersikabesional
dan meningkatkan kualitas dirinya. Notaris dalamnjalankan
profesinya sebagai pejabat umum yang berwenang oenaixta
otentik diawasi oleh MPN yang dibentuk oleh Ment&®@tentuan
mengenai pengawasan terhadap notaris diatur daldaNWBab 1X
tentang Pengawasan. Secara umum, pengertian dayawasan
adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas datastihat,
memperhatikan, mengamati, mengontrol, menilik daenjaga
serta memberi pengarahan yang bijak. Berdasarkaatupan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonae
Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara
Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan
Organisasi, Tata Cara Kerja dan Tata Cata Pemankéajelis
Pengawas Notaris Pasal 1 angka 5 menjelaskan mnangen
pengertian dari pengawasan yang berbunyi sebagkube
“Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat prefdatif kuratif
termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh ehdaj
Pengawas terhadap Notaris.”

Bertambahnya jumlah Notaris, mengakibatkan perlunya

pengawasan terhadap kinerja Notaris. Sebelum henak

¢ Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Rina Utamiubgai, S.H., pada tanggal 2 Oktober
2010.
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Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatsaril,
pengawasan dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempa
Pengawasan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HaksiAsa
Manusia*’

Pelaksanaan pengawasan oleh Menteri dilakukan denga
membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari Majélengawas
Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis PengdWaerah.
Keanggotaan Majelis Pengawas tersebut berjumlabemlgilan)
orang yang terdiri atas unsd? :

1. Pemerintah sebanyak 3 orang
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 orang
3. Ahli/akademisi sebanyak 3 orang

Pengawasan ditujukan terhadap diri Notaris dankpatean
jabatan Notaris. Ketentuan mengenai pengawasaitgkbepula
bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus Bajabat
Sementara Notarfs.

Majelis Pengawas terdiri dari Majelis Pengawas Blaer
Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. lgl&elhgawas
Daerah dibentuk di Kabupaten/Kota, Majelis PengawWakyah
dibentuk dan berkedudukan di ibukota Provinsi, ddajelis
Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibuketara.
Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah, Majelis Peagaw
Wilayah dan Majelis pengawas Pusat terdiri darir@uu yakni
unsur pemerintah, unsur organisasi Notaris dan runsu
ahli/akademisi. Masa jabatan Majelis Pengawas ltetsadalah 3
tahun

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah, yakni:

4" Undang-Undang Nomor 30 tahun 20®4. Cit., Ps. 67.
“8|bid. Ayat (3).
9 Ibid. Ayat (6).
*Y Undang-Undang Nomor 30 tahun 20@®4. Cit., Ps. 68.
*1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 20@®4. Cit.,Ps. 70.
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=

Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanyaaduga
pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggarankpatean
jabatan Notaris;

2. Melakukan pemeriksaan, terhadap Protokol Notarisarse
berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ataiagetaktu
yang dianggap perlu;

3. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan Ba(e)
bulan;

4. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatilsah u
Notaris yang bersangkutan;

5. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris y@exa
saat serah terima Protokol Notaris telah berumuida puluh
lima) tahun atau lebih;

6. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pengga
sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagg@bpt
negara;

7. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adangaatu
pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggarannkede
dalam Undang-Undang ini;

8. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis
Pengawas Wilayah.

Majelis Pengawas Daerah mempunyai kewajiban seypaint)
tertera dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 t&Qg#
tentang Jabatan Notaris, yaitd :

a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Riybto
Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaanaljuakta
serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkanydag
dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;

b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaiganny

kepada Majelis pengawas Wilayah setempat, dengabusan

°2 |pid. Ps. 71.
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kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notdan

Majelis Pengawas Pusat;

c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;

d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftaa aan
daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;

e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan
menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada liMaje
Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hdgngan
tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang
bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Orgahistsis;

f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan
penclakan cuti.

Kewenangan Majelis Pengawas  Wilayah, yakni:
menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan menigamb
keputusan atas laporan masyarakat yang disampaika@alui
Majelis Pengawas Wilayah; memanggil Notaris tenapotuk
dilakukan pemeriksaan atas laporan; memberikan dain lebih
dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun; meneriétan
memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerahmanglak
cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor; memberiganksi berupa
teguran lisan atau tertulis; mengusulkan pembesganksi terhadap
Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa paeriien
sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enangnbatau
pemberhentian dengan tidak hormat; membuat bectaaaatas
setiap keputusan penjatuhan sang&si.

Majelis Pengawas Wilayah berkewajibah :

1. Menyampaikan keputusan kepada Notaris yang berséangk
dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan

Organisasi Notaris;

*3|bid. Ps. 73 ayat (1) .

% |bid. Ps. 75.
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2. Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepéaielis
Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi daraka@maiuti.
Majelis Pengawas Pusat berwenafig :

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan merigamb
keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatslaaksi
dan penolakan cuti;

2. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeais;

3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;

4. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhenéagaah
tidak hormat kepada Menteri.

Kewajiban Majelis Pengawas Pusat yang berbuflyi :

"Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampailkgoutkisan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kéyexiri dan

Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepadalisvia

Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang

bersangkutan serta Organisasi Notaris.”

Majelis Pengawas melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap para Notaris dengan berpedoman beberdpselagali
berikut >’

1. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Kdajalis
Pengawas membentuk Majelis Pengawas Daerah, Majelis
Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat dari grasin
masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang keétuma?2 (dua)
orang anggota Majelis Pengawas ;

2. Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat
berwenang memeriksa dan memutus laporan yang rd#eri
Majelis Pengawas dibantu oleh 1 (satu) orang safiset

Pembentukan Majelis Pengawas dilakukan paling lantba

% |bid. Ps. 77.
*% bid. Ps. 79.
" peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaMl62.PR.08.10 tahun 2004, Ps. 20-35.
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(lima) hari kerja setelah laporan diterima. Majeiengawas
wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunya
hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam lgaus

ke atas ke bawah tanpa pembatasan derajat, danlgas ke
samping sampai dengan derajat ketiga dengan NoRalam
hal Majelis Pengawas mempunyai hubungan sepesglat di
atas maka ketua Majelis Pengawas menunjuk Pengganti

3. Pengajuan laporan dapat diajukan oleh pihak yangasae
dirugikan, laporan harus disampaikan secara tertddlam
bahasa Indonesia disertai  bukti-bukti yang dapat
dipertanggungjawabkan. Laporan tentang adanya ggdaan
Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaantgaba
Notaris, disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah
Laporan masyarakat tersebut disampaikan kepada liMaje
Pengawas Wilayah. Dalam hal laporan sebagaimasebtetr di
atas disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayakam
Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis
Pengawas Daerah yang berwenang. Dalam hal lapersebut
disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, makeali#aj
Pengawas Pusat meneruskan kepada Majelis PengaeaahD
yang berwenang.

4. Ketua Majelis Pengawas melakukan pemanggilan teghddn
terlapor. Pemanggilan dilakukan dengan surat oénesaris,
dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelsidang.
Dalam keadaan mendesak, pemanggilan dapat dilakukan
melalui faksimili dan kemudian segera disusul dengarat
pemanggilan. Dalam hal terlapor setelah dipanggihs sah
dan patut tetapi tidak hadir, maka dilakukan pergdag
kedua. Dalam hal terlapor setelah dipanggil secata dan
patut yang kedua kalinya namun tetap tidak hadigkan
pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan taepadiran

terlapor. Dalam hal pelapor setelah dipanggil secah dan
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patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan yleedua dan

apabila pelapor tetap tidak hadir maka Majelis Reras

menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukgin |
5. Pemeriksaan oleh Majelis Pengawas tertutup untukinum

Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lamba

(tujuh) hari kalender setelah laporan diterima. @]

Pengawas Daerah harus sudah menyelesaikan peraerittaa

menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu 3

(tigapuluh) hari kalender, terhitung sejak laporditerima.

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acareepksaan,

yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.t Peragantar

pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkepada

Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan kepada pelapor

terlapor, Majelis Pengawas Pusat dan Pengurus Daleatan

Notaris Indonesia (I.N.1).

Selain Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Man&d
M.02.PR.08.10 tahun 2004 yang telah disebutkantal, aelah
dikeluarkan pula Keputusan Menteri Hukum dan Hakaghs
Manusia Nomor @ M.39-PW.07.10 tahun 2004 tentandoR®n
Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Addpjuan
dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asas
Manusia ini adalah, untuk memberikan arah dan harubagi
anggota Majelis Pengawas Notaris dalam menjalartkgasnya
agar dapat memberikan pembinaan dan pengawasandakepa
Notaris, dalam menjalankan jabatan profesinya sabpgjabat
umum, yang senantiasa meningkatkan profesionaldanekualitas
kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian
perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dasyarakat

luas.>®

8 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nom®1.39-PW.07.10 tahun 2004
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pendintass.
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Dalam Keputusan Menteri tersebut dinyatakan bahvegehd
Pengawas Daerah mempunyai tugas-tugas sebagait®tik
Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud &asah 70
dan 71 Undang- Undang No. 30 tahun 2004 tentangtdab
Notaris, dan Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, PasaPad%al 16 dan
Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi iarlsomor
: M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pghgtmn
Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organikais, Kerja
dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Wdfir (
Majelis Pengawas Daerah berwenaiig :

Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah tgrajga
berkenaan atas putusan penolakan cuti; Memberitahkkpada
Majelis Pengawas Wilayah adanya dugaan unsur pigeamg
ditemukan oleh Majelis Pengawas Daerah atas lapgany
disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah; Mdngatauti
yang diberikan dalam sertifikat cuti; Menandatangkm memberi
paraf Buku Daftar Akta dan Buku Khusus yang dipeakan
untuk mengesahkan tanda tangan surat di bawahrtatayauntuk
membukukan surat di bawah tangan; Menerima dan tamena
usahakan Berita Acara Penyerahan Protokol Menydapai
kepada Majelis Pengawas Wilayah : Laporan berkapa@ (enam)
bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari laapansidentii
setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberiarcijith Notaris.

Majelis Pengawas Wilayah mempunyai tudas :
Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud &asah 73
dan Pasal 85 Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tgrlabatan
Notaris, dan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dak Asasi
Manusia No. 02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tataa Car

% |bid.., Ps. 70-71.
0 |pid., Ps. 72-75
®1 bid.
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Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Swmsuna
Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaanelisa
Pengawas Notaris; Selain kewenangan sebagaimanakslioh
pada butir (1), Majelis Pengawas Wilayah berwenang
Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian
pemberhentian dengan normal; Memeriksa dan menketusratan
atas putusan penolakan cuti oleh Majelis Pengavessdb. Yang
dimaksud dengan ‘keberatan' adalah banding sebagaimisebut
dalam Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 71 huruf f Undamang No.

30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Mencatatciiti yang
diberikan dalam sertifikat cuti; Melaporkan kepadatansi yang
berwenang adanya dugaan unsur pidana yang dihéé&aholeh
Majelis Pengawas Daerah. Atas laporan tersebwlasetlilakukan
pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Wilayah hasiig@mpaikan
kepada Majelis Pengawas Wilayah; Menyampaikan &apkepada
Majelis Pengawas Pusat yaitu: Laporan berkala pseigenam)
bulan sekali dalam bulan Agustus dan Februari Lapansidentil
paling lambat 15 (limabelas) hari setelah putusamjehs
Pengawas.

Adapun tugas dari Majelis Pengawas Pusat adalah:

1. melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud Bakah
77 huruf b dan huruf d, Pasal 84 dan Pasal 85 Uptllndang
Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, daal P®
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.
02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengamgkat
Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan OrganiSasa
Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawgeaisio

2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Hjtir (

Majelis Pengawas Pusat berwenang :

%2 bid., Ps. 76
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a. Memberikan ijin cuti lebih dari 1 tahun dan mentaia
cuti dalam sertifikat cuti;

b. Mengusulkan kepada Menteri pemberian  sanksi
pemberhentian sementara,

c. Mengusulkan kepada Menteri pemberian  sanksi
pemberhentian dengan hormat;

d. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan
mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap
penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa tegusan latau
tertulis;

e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan
mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap
penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.

Dengan adanya pembagian tugas dari masing-masmen or
dalam Majelis Pengawas Notaris ini, dimungkinkanarag
pengawasan terhadap Notaris dapat berjalan derajandn jelas.

21.6  Sgarah Notaris

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, ridota
adalah pejabat umum yang berwenang untuk membtabéntik
mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penet3ppag
diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undanigaviatau
yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untukyadakan
dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tdnggmabuatan
akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinaan d
kutipannya. Semuanya sepanjang pembuatan aktaddld juga
ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lan atang lain
yang ditetapkan oleh Undang-Undatig.

Sejarah lembaga notariat dimulai pada abad kedl ks 12 di
daerah pusat perdagangan Italia. Pada abad kenbZdm notariat
mencapai puncak perkembangannya, setelah itu paath lee 14

83 Undang-Undang Nomor 30 tahun 20@®4. Cit.,Ps. 1868 KUH Perdata juncto Ps. 1 dan Ps. 15
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terjadilah kemerosotan di bidang notariat, hal thsebabkan
tindakan dari penguasa pada waktu itu yang sed&th+menjual
jabatan-jabatan Notaris kepada orang-orang tanpagimagahkan
apakah orang tersebut memiliki keahlian atau tidsdéhingga
menimbulkan banyak keluhan dari masyar&Kkat.

Pada permulaan abad ke 19 lembaga notariat ini aneke
negara-negara sekitarnya bahkan ke negara-negargda Pada
saat puncak perkernbangannya dan setelah terjagaligenbagaan
notariat lembaga ini dibawa ke Belanda dengan duah lekrit
kaisar yaitu pada tanggal 8 Nopember 1810 dan #&riydviaret
1811 yang dinyatakan berlaku di seluruh negeri &

Perundang-undangan notariat Perancis yang dibédakuali
negeri Belanda tidak segera hilang walaupun nagatalah lepas
dari kekuasaan Perancis, setelah berulang kaliyad@esakan dari
rakyat Belanda untuk membentuk suatu perundangngzaa
nasional yang sesuai dengan aspirasi rakyat dinbideotariat
maka pada tanggal 9 Juli tahun 1842 dikeluarkanadgdJndang
tentang Jabatan Notaris, yaitu Nederland Staatblachor 20.
Perkembangan sejarah notariat di negeri Belandgasgrenting
artinya bagi notariat di Indonesia. Notariat di zsnRepublik Der
Verenigde Nederlanden mulai masuk di Indonesia jpedanulaan
abad ke 17. Pada tahun 1860 peraturan-peraturagemaniabatan
Notaris di Indonesia disesuaikan dengan Undang-bodgang
berlaku di negara Belanda dengan diundangkannyatibid
nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris padgdbh8§ Januari
1860 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 186e€ngdn
diundangkannya “Notaris Reglemen” ini maka diletaiah dasar

yang kuat bagi pelembagaan notariat di Indon®sia.

54 www.google.com/wikipedia/sejaratotariat.
% bid.
% bid.
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Seiring dengan perkembangan jaman, tuntutan tephadatu
pelayanan publik yang baik dan profesional, baikhadap
kewenangan maupun tanggung jawab dari jabatan iN@@makin
tinggi, maka untuk memenuhinya diperlukan suatu dugd
Undang yang dapat mengaspirasikan kebutuhan Notais
masyarakat yang dilayaninya maka pada tanggal 6l@kttahun
2004 diundangkan dan disahkan Undang-Undang No®aoal8in
2004 tentang Jabatan Notaris yang disebut juga tptsndang
Jabatan Notaris (UUJN). Dengan kehadiran UUJN bettse
merupakan satu-satunya Undang-Undang yang menbatiaris
Indonesia, yang berarti telah terjadi unifikasi ikdalam bidang
pengaturan Notaris.

Sehingga UUJN dapat disebut sebagai penutup (peagat
masa lalu dunia Notaris Indonesia dan pembuka @ieran) dunia
Notaris Indonesia di masa datang. Sekarang UUJE gang
merupakan “rule of law” untuk dunia Notaris Indoia€¢ Undang-
Undang tersebut juga mengamanatkan kepada paraisNotdauk
berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris seferzgan
Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikutNotdris
berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris.”

Ikatan Notaris Indonesia adalah perkumpulan/organibagi
para Notaris, berdiri sejak tanggal 1 Juli 1908, delah diakui
sebagai badan hukum (rechtspersoon) berdasarkavefhooents
Besluit (Penetapan Pemerintah tanggal 5 Septen8®& Nomor 9
dan telah mendapat pengesahan dari pemefifitah.

Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi pejainaim yang
profesional dituntut untuk selalu meningkatkan kaal baik
kualitas ilmu maupun kualitas moralnya serta seasat

menjunjung tinggi keluhuran martabat Notaris, sgba dalam

®" Habib Adjie,Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai UailikHukum Pengaturan
Notaris Renvoi 28 September 2005, him. 38.

% Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesiaap&hggal 23 Januari 1995 Nomor C2-
1022.HT.01.06.
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memberikan pelayanannya kepada masyarakat sersantias
berpedoman kepada Kode Etik profesi dan berdasddketang-
Undang tentang Jabatan Notaris, yaitu Undang-Undorgor 30
Tahun 2004?

Terwujudnya Organisasi Notaris yang solid, dihagapk
mampu membawa dan menjaga para anggotanya bersifat
profesional dalam menjalankan jabatannya. Sebagainfdrah
organisasi profesi yang selalu melekat dan menjddntitas
utamanya vyaitu selalu meningkatkan kemampuannyaalonel
peningkatan kualitas, baik kualitas ilmu, maupurtegntas
moralnya, serta senantiasa menjunjung tinggi kehrhu
martabatnya berdasarkan Kode Etik profesi.

Ikatan Notaris Indonesia merupakan organisasi [Motar
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang NG&®or
tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah mesgatkan
agar diwujudkan satu wadah organisasi Notaris ubthimpun
bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal &2(ayyang
menyatakan bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah
Organisasi Notaris’

Sudah seharusnya dan sudah waktunya Ikatan Notaris
Indonesia (INI) sebagai kelompok profesi yang t&rinsi mampu
secara lebih nyata memberikan kontribusinya dalapaya
penegakkan hukurt.

Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah bagi Notaris
diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikah atan
tuntunan bagi anggotanya dalam menjalankan jabghasehingga
para Notaris dapat memberikan jaminan kepastiaruruklan

% Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 Ap@93 Nomor 28.
O N.G. YudaraNotaris dan Permasalahannya, “Pokok-pokok PemikidirSeputar Kedudukan
dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut SisteHukum Indonesia,"Makalah
71disampaikan Ikatan Notaris Indonesia, (Jakartajaai2005), him. 11
Ibid
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perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dasyarakat

luas.

2.2 Akta Sebagai Alat Bukti

221

Pengertian pembuktian

Dalam suatu perkara perdata atau dari keseluratneapt
persidangan dalam penyeleksian perkara perdatabueian
memegang peranan yang sangat penting. Dikatakankidem
karena dalam tahap pembuktian inilah para pihak) yemsengketa
diberikan kesempatan untuk mengemukakan kebenanardalil-
dalil yang dikemukakannya. Sehingga berdasarkanbpktian
inilah hakim atau majelis hakim akan dapat menariukengenai
ada atau tidaknya suatu peristiva atau hak, yamgulen pada
akhirnya hakim dapat menerapkan hukumnya secaed, tepnar,
adil, atau dengan kata lain putasan hakim yang tga adilbaru
dapat ditentukan setelah melalui tahap pembuktialana
persidangan penyelesaian perkara perdata di pdagadi

Hukum pembuktian adalah bagian dari hukum acanalape
Hukum Pembuktian dalam KUH Perdata yang diaturrdabaku
keempat di dalamnya mengandung segala aturan-apwkok
pembuktian dalam bidang hubungan keperdatian.

Dalam hukum pembuktian terdapat beberapa bebeeqgra t
tentang beban pembuktian yang dapat dipergunakdagae
pedoman, antara lain yaitd*

1. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan beléidmot
affirmatief) yaitu : '‘Bagi siapa yang mengemukaksgsuatu

harus membuktikan dan bukan yang mengingkari atau

menyangkalnya’;

"2 R. SoebektiPembuktian dan Daluarsadakarta, Intermasa, 1387, hal.43.

3 lrawan Soerodjo, Kepastian Hukum Pendaftara Tafgbgyakarta: Arloka, 2003), hal.130.

" Martiman Prodjohamidjojdidukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Ne@#akarta :
Pradnya Paramita, 1997), Hal. 42. Lihat juga AloPRembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata Belan¢izgkarta : Intermasa, 1978), Hal. 45.
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2. Teori subyektif yang menyatakan bahwa suatuegsrgeerdata
merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujua
mempertahankan hukum subyektif yang berarti bahiapas
yang mengemukakan atau mengaku mempunyai hak harus
membuktikan;

3. Teori obyektif yang menyatakan bahwa mengajugagatan
berarti penggugat meminta pengadilan agar hakimenapkan
ketentuanketentuan hukum obyektif terhadap perstiw
peristiwva yang diajukan. Oleh karena itu penggubatus
membuktikan dan hakim tugasnya menerapkan hukurakbiby
pada peristiwa tersebut;

4. Teori publik yang memberikan wewenang yang lébds pada
hakim untuk mencari kebenaran dengan mengutamakan
kepentingan publik.

Dalam persidangan perkara perdata yang perlu diawkidi
muka pengadilan bukanlah hukumnya melainkan adakrigh
suatu hak atau peristiwa. Dalam hal ini, hakimlamng berhak
memerintahkan kepada pihak yang berperkara untulakoiean
pembuktian. Dengan demikian, hakimlah yang meneamtutapa
yang harus dibuktikan”, dan “siapa yang harus mektikan”, atau
dengan kata lain, hakim yang melakukan pembagiabarbe
pembuktian’>

222 Jenisjenisalat bukti

Sehubungan dengan hukum pembuktian, maka untulkep
suatu pembuktian, diperlukan alat bukti. Menuruiekeuan Pasal
1866 KUH Perdata menyatakan bahwa :

Alat pembuktian meliputi : bukti tertulis; buktilssi; persangkaan;

pengakuan; sumpabh.

2.2.3  Aktaotentik sebagai alat bukti
Pada dasarnya akta otentik adalah suatu akta yangtdesuai

S Soebekti,Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bandu®igra Aditya Bhakti,
Cetakan Kelima, 1990, hal. 98.
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dengan ketentuan perundang-undangan oleh atau dikpaa

seorang pegawai umum yang berwenang membuat suddngan

maksud untuk digunakan sebagai alat bukti. Maksard gegawai
umum di sini adalah Hakim, Notaris, Panitera, Jitayug$?egawai

Catatan Sipil, Camat.

Apabila dilihat dari pengertian dari akta otentik isendiri,
dapat disimpulkan bahwa otentik atau tidaknya swddia tidak
cukup apabila akta itu dibuat oleh atau dihadagegawai umum,
tetapi juga cara pembuatannya harus menurut ketenyi@ang
terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan. @utduyang
dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang dan taaganya
kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhatsygarat
tertentu, tidak dianggap sebagai akta otentik tetapmpunyai
kekuatan sebagai akta di bawah tangan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahvedusakta
otentik pada dasarnya mengandung 3 (tiga) macanuakak
pembuktian, yaitu’®
a) Kekutan pembuktian formil, yang berarti membuktilartara

para pihak bahwa mereka telah menerangkan apadyanig

dalam akta tersebut

b) Kekuatan pembuktian materiil, yang berarti memkkadii
antara para pihak, bahwa benar peristiwa yanghetsialam
akta tersebut telah terjadi.

c) Kekuatan pembuktian keluar, yang berarti disamsielgagai
pembuktian antara mereka juga terdapat pihak keliigaana
pada tanggal, bulan, dan tahun yang tersebut dedesebut
telah menghadap kepada pegawai menerangkan apa yang

terdapat dalam akta tersebut.

" Subekti,Pembuktian dan Daluwarsé)akarta : Intermasa, 1986), hal. 68
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Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum nielipu
tanggung jawab profesi notaris itu sendiri yanghhbbungan
dengan akta, diantaranyd

a. Tanggung jawab notaris secara perdata atas aktg yan
dibuatnya, dalam hal ini adalah tanggung jawab aigajp
kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatalawan
hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sikaif a
maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perboatang
menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkarif,pas
dalam artian tidak melakukan perbuatan yang me@pak
keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugiadi
unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitungda
perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adany
kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan huligimi
diartikan luas, yaitu suatu pebuatan tidak sajaanggar
undang-undang, tetapi juga melanggar kepatutamskaan
atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian.

b. Tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang
dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatdanai yang
dilakukan oleh seorang notaris dalam kapasitasepagai
pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukamdal
konteks individu sebagai warga negara pada umumnya.

c. Tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-unddajaia
Notaris (UUJN).

d. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugasgabga
berdasarkan kode etik notaris. Hal ini ditegaskalard pasal
4 UUJN tentang sumpah jabatan notaries.

224  Aktadi bawah tangan sebagai alat bukti

Akta di bawah tangan pada dasarnya adalah suafuyakiy

dibuat oleh para pihak untuk suatu kepentingan tajaan tertentu

" http://dc305.4shared.com/img/G_xpbNvO/preview.html
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tanpa mengikutsertakan pejabat yang berwenangdakain suatu
akta di bawah tangan, akta tersebut cukup dibwet phra pihak
itu sendiri dan kemudian ditandatangani oleh painakptersebut,
misainya kwitansi, surat perjanjian utang-piutang,
ketidakikutsertaan pejabat yang berwenang inilaigyaerupakan
perbedaan pokok antara akta di bawah tangan dealgarotentik.
Sehingga secara popular dikatakan “siapa. yangakentembuat
akta di bawah tangan mengambil sedangkan siapa lgandak
memperoleh akta otentik mengambil notaffs”.

Akta di bawah tangan ini diatur dalam Pasal 1874984
KUHPerdata. Terhadap akta di bawah tangan apad#atanda
tangan yang disangkal, maka pihak yang mengajukda di
bawah tangan itu harus membuktikan kebenaran terdgn itu
melalui alat bukti lain. Dengan demikian selamaltatangan tidak
diakui maka akta di bawah tangan tersebut tidakddamembawa
manfaat bagi pihak yang mengajukannya di muka blaga
Namun apabila tanda tangan tersebut sudah diakka rakta di
bawah tangan itu bagi yang menandatangani, ahlismg dan
orang-orang yang mendapat hak dari mereka, meropbkéti
yang sempurna sebagai kekuatan formil dan kekuataml dari
suatu Akta Otentik (Pasal 1875 KUHPerdata).

Dalam akta di bawah tangan terdapat ketentuan khyaiiu
akta di bawah tangan yang memuat suatu perikatam@nsepihak
untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan ieatda
yang harganya ditentukan oleh sejumlah uang, halitgis
seluruhnya dengan tangan sendiri oleh penandatangaatau
setidak-tidaknya selain tanda tangan harus ditplida oleh
penandatanganan sendiri dengan huruf-huruf jumlahg uatau
benda yang harus dibayar atau diserahkan itu. Agphhl ini tidak
dilakukan, akta di bawah tangan itu hanya daparidia sebagai

8 Op. Cit,hal. 75
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sutu permulaan pembuktian dengan tulisan saja [(PBE8&l
KUHPerdata)’
225 Tulisan bukan akta sebagai alat bukti

Pada prinsipnya surat biasa ini dibuat tidak dengeksud
untuk dijadikan alat bukti, apabila ternyata di kehan hari
digunakan sebagai alat bukti di persidangan hahydlersifat
insidental atau kebetulan saja, misalnya terhadegt sinta, buku
catatan penggunaan uang. Sehingga surat-suratdgamnigian itu
dapat sebagai aiat bukti tambahan ataupun dapat pul
dikesampingkan dan bahkan sama sekali tidak dapatcaya.

Mengenai kekuatan pembuktian daripada surat blze&
dalam H.I.R maupun KUHPerdata tidak ada satu Pasaj@ang
mengaturnya. Dengan demikian kekuatan pembuktiaat fiasa
ini  diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, sebag@m
ditentukan dalam Pasal 1881 ayat (i) dan (2) Pds263
KUHPerdata, adalah sebagai berikut :

a) Surat-surat yang dengan tegas menyebutkamtesteatu
pembayaran yang telah diterima.

b) Surat yang dengan tegas menyebutkan bahwaagcayang
telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kelgaandi
dalam sesuatu alas hakl€) bagi seseorang untuk keuntungan
siapa surat itu menyebutkan suatu perikatan.

c) Catatan yang oleh seorang berpiutang (kredddspibuhkan
pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya,aphk
yang ditulis itu merupakan suatu pembebasan tephasila
berutang (debitor).

d) Catatan-catatan yang oleh si berpiutang dihudihkepada
salinan dari suatu alas hak atau tanda pembayasah,saja
salinan atau tanda pembayarannya ini berada daagamnnya
si berutang dianggap sebagai petunjuk ke arah pemhu
dalam arti surat-surat

2.3 KodeEtik Notaris
23.1. Pengertian Etika Profesi dan Kode Etik Notaris

Etika menuntun seseorang untuk dapat membedakanbzak

dan yang buruk sehingga selalu mengutamakan kejujutan

9 1bid, hal. 85
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kebenaran dalam menjalankan jabatannya. Etika dapat
didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moragyaembedakan
yang baik dari yang buruk.

Kata “etika” yang secara etimologis berasal datiakYunani
“ethos”. Di dalam pengertian harafiah “etika” dinmak sebagai
“adat kebiasaan, “watak,” atau “kelakuan manusiBéntu saja
sebagai suatu istilah yang cukup banyak dipakaarsélari, kata
"etika" tersebut memiliki arti yang lebih luas déwanya sekedar
arti etimologis harafiaf°

Dalam pemakaian sehari-hari, sekurang-kurangnypatda
dibedakan tiga arti kata “etika”, yaitu : Pertarsapagai “sistem
nilai." berarti nilai-nilai dan norma-norma morabhng menjadi
pedoman perilaku manusia, kedua, etika adalah “KB&tik”,
maksudnya, kumpulan norma dan nilai moral yang lwaji
diperhatikan oleh pemegang profesi tertentu, ketagika adalah
ilmu yang melakukan refleksi kritis dan sistematisntang
moralitas. Etika dalam arti ini sama dengan filsafaral®*

Dalam Ensiklopedia Indonesia, dijelaskan bahwaaeli&rasal
dari bahasa Inggris Ethics yang berarti limu tegt&esusilaan
yang menentukan bagaimana seharusnya manusia hlialam
masyarakat?

Berdasarkan pengertian Etika yang telah dirumustalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemadidiaan
dan Kebudayaan tahun 1998, maka dapat dirumuskagegen
etika, yaitu

1. Nilai-nilai dan norma-norma moral dipegang oleheseang atau
sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengatgkah

lakunya.

8 Refik Isa BeekumEtika Bisnis Islam{Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) him. 3.
. Ibid, him. 3.
8 Ensiklopedia Indonesia, (Jakarta: Ikhtisar BaB84), him. 87.

8 E.Y. Kanter Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Relidilskarta: Storia Grafika, 2001),
him. 11.
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2. Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral.
3. Etika bisa pula dipahami sebagai ilmu tentang yhatk dan
yang buruk.

Etika berupaya menyadarkan manusia akan tanggawmgbj
sebagai makhluk sosial yang tidak hanya mengutamaka
kepentingan pribadi tapi juga menjunjung tinggianiilai dan
penghargaan terhadap pihak lain. Sistem nilai naap bagian
yang penting dalam kehidupan manusia karena dengian
manusia mempunyai landasan, alasan atau motiviasndeersikap
dan bertingkah laku, selanjutnya niiai dan normekdean erat
dengan moral dan etika. Etika dan moral senantiEs&aitan
dengan kebebasan dan tanggung jawab yang hanyaebamibya
dengan kewajiban moral sehingga penerapannya tukmkat
dipaksakan, oleh karena itu organisasi atau perkianpprofesi
menerapkan sanksi bagi pelanggaran etika atau Etieprofesi
agar setiap profesional senantiasa menjunjung itikggle Etik
profesi dalam menjalankan jabatanfi{a.

Suatu profesi umumnya mempunyai Kode Etik Profesiag
mengawasi anggotanya dalam melaksanakan profesiatyika
berguna bagi manusia yang hidup dalam lingkungasyarakat.
Etika bukan hukum, dan hukum juga bukan etika walautidak
sedikit eksistensi hukum berdasarkan etika. Etikpertukan
karena jiwa raga yang dimiliki/dipunyai oleh marausli dalam
hidup, kehidupan dan penghidupan dalam sesuatumkelo
masyarakat perlu ada keseragtan.

Etika profesi menurut Liliana Tedjosaputra addah:

Keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pehalen

suatu profesi, sehingga etika profesi memperhatikasalah
ideal dan praktek-praktek yang berkembang karerenyad

 Ibid.

% bid.

% |iliana TedjosaputroEtika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pid&¥agyakarta::
Bayu Grafika, 1995) him. 9.
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tanggung jawab dan hak-hak istimewa yang melekaa pa

profesi tersebut, yang merupakan ekspresi dari ausattuk

menjelaskan keadaan yang belum jelas dan masihr-samer

dan merupakan penerapan nilai-nilai moral yang undamam

bidang khusus yang lebih dikonkretkan lagi dalandé&g&tik.

Sedangkan yang dimaksud dengan Kode Etik dijelaskan
bahwa®’

Yang dimaksud dengan Kode Etik adalah suatu tuntuna
bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan ustiaitu
profesi tertentu atau merupakan daftar kewajibamanda
menjalankan suatu profesi yang disusun oleh paggaia
profesi  itu sendiri dan mengikat mereka dalam
mempraktekkannya.

Sehingga dengan demikian Kode Etik Notaris adalakunan,
bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan Notzaik
selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkatepetah
dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnj@amda
bidang pembuatan akta. Dalam hal ini dapat mencakikp Kode
Etik Notaris yang berlaku dalam organisasi (I.N.fhaupun
Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang beralsal
Reglement op het Notarf8.

Etika profesi merupakan etika dari semua pekernmafési
seperti pengacara, hakim, akuntan, Notaris, damldan. Istilah
"kode" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartderagai
"tanda”," sandi", dan sebagainya. Jadi "Kode Etilotaxis"
merupakan etika yang berkaitan erat dengan peratdadpatan
Notaris, dan tentunya yang bersangkutan dengare$trdfotaris
dan fungsi Notariat itu sendft.

Para ahli sering mengatakan bahwa suatu kelompailusiea
yang bermartabat tinggi tentu diharap sukarelauknuhda Etika
Profesi yang tidak dapat dipaksakan.

Kode Etik Profesi Jabatan Notaris

& Ibid.
8 |pid, him. 10.

89 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: DepartBewtidikan dan Kebudayaan, 1998).

UNIVERSITASINDONESIA

Pelanggaaran jabatan..., Anggreni Gozali, FH Ul, 2011.



44

Dengan adanya Kode Etik kepercayaan masyarakat skatu
profesi dapat diperkuat, karena setiap klien memaukepastian
bahwa kepentingannya akan terjamin. Kode Etik pmiofega
penting sebagai sarana kontrol sosial.

Kode Etik adalah nilai-nilai dan norma-norma mogang
wajib diperhatikan dan dijalankan oleh profesionakum?® Agar
Kode Etik profesi dapat berfungsi sebagaimana mgstimaka
paling tidak ada dua syarat yang mesti dipenuhitaR&, Kode
Etik itu harus dibuat oleh profesi itu sendiri, KoBtik tidak akan
efektif, kalau diterima begitu saja dari atas, damstansi
pemerintah atau instansi lain, karena tidak akg@walioleh cita-
cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan pedfitu sendiri.
Kedua, agar Kode Etik berhasil dengan baik adalahwia
pelaksanaannya diawasi terus-menétus.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum adalah rakanp
salah satu organ negara yang mendapat amanaetagian tugas
dan kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajimmenang
dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyasakan di
bidang Keperdataaf.

Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan
kepercayaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan
masyarakat, untuk itulah seorang Notaris bertanggamab untuk
melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadaeygad
selaiu menjunjung tinggi etika hukum dan martaleataskeluhuran
jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikeh ekorang
Notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umung ya
dilayaniriya. Dalam menjalankan jabatannya Notathsirus
mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidupbgskembang

di masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawatd elika

K. Bertens, Etika (Jakarta: Gramedia Pustaka Utd9@7) him. 113.
L bid, him. 282 — 283
2 Ibid.
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profesi, adanya integritas dan moral yang baik meken
persyaratan penting yang harus dimiliki oleh segisataris®

Oleh karena itu Notaris harus senantiasa menjalanka
jabatannya menurut Kode Etik Notaris yang ditetapkilam
Kongres lkatan Notaris Indonesia yang telah memgaiengenai
kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi olehaf¥o dalam
menegakkan Kode Etik Notaris dan mematuhi Undandadg
yang mengatur tentang jabatan Notaris yaitu Undamgdang
Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yditgntukan
oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yangngedaya akan
disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan konggeesumpulan
dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam tyem
perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu y@ag
berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap damise anggota
perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tiadpasan
sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pej8batentara
Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Penggantiskis®*

Organisasi profesi mempunyai peranan yang besaandal
mengarahkan perilaku anggotanya untuk mematuhimiik etis.
Oleh karena itu Kongres Luar Biasa lkatan Notandohesia di
Bandung pada tanggal 28 Januari 2005 telah mersetaide
Etik Ikatan Notaris Indonesia mengenai Kewajibaarangan dan
Pengecualian bagi Notaris dalam Bab Il yang beybsebagai
berikut

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjatanka
jabatan Notaris waji8®

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.

% Ipid.

% Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INRBI, Ps. 1, him. 1

% Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia didamg pada tanggal 28 Januari 2005., Ps. 3
tentang Kewajiban.

% bid.
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2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan matab
Jabatan Notaris

3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan

4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuhaaanggung
jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan isian
sumpah jabatan Notaris.

5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimilildak
terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenatariat

6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masayarak
dan negara.

7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa keNotdagarya
untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut
honorarium.

8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan danokant
tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaig)
bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan-kahar

9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/diulnggin
kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 €50
cm x 60 cm atau 200 cm x 800 cm, yang memuat.

a. Nama lengkap dan gelar yang sabh;

b. Tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang
terakhir sebagai Notaris;

c. Tempat kedudukan;

d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papanana
berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dasanldi
atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. IKdcua
lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk
pemasangan papan nama dimaksud.

10.Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalamiagetkegiatan
yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati,
mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan

perkumpulan.
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11.Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.
12.Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman
sejawat yang meninggal dunia.
13.Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang
honorarium ditetapkan perkumpulan.
14.Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pemhbuata
pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan tirkga,
kecuali karena alasan-alasan yang sah.
15.Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamadam da
melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan seharidesia
saling memperlakukan rekan sejawat secara baikipgsal
menghormati, saling menghargai, saling membantia setalu
berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahim.
16.Memperlakukan setiap klien yang datang dengari, bigdlak
membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya
17.Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umunbutise
sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakaaranain
namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercailsm :
a. UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 tahun 2004
tentang Jabatan Notaris;
Isi Sumpah Jabatan Notaris;
d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga lkatan
Notaris Indonesia;
Notaris dan orang lain yang memangku jabatan Notari
dilarang®’
1. Mempunyai lebih dari satu kantor, baik kantor caparaupun
kantor perwakilan.
2. Memasang papan nhama dan/atau tulisan yang berbunyi

“Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor.

"|bid., Ps. 4 tentang Larangan.
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3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiraupun
secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan
jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau
elektronik, dalam bentuk :

. Iklan;

. Ucapan selamat;

a

b

c. Ucapan belasungkawa;

d. Ucapan terima kasih;

e. Kegiatan pemasaran;

f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagama

maupun olah raga.

4. Bekerja sama dengan Biro Jasa/Orang/Badan Hukung yan
pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untrkcan
atau mendapatkan Klien.

5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutatala
dipersiapkan oleh pihak lain.

6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk di tandatamga

7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, ageange
berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upayaitujukan
langsung kepada klien yang bersangkutan maupunlunela
perantaraan orang lain.

8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menaha
dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/ataukoiela
tekanan psikologis dengan maksud agar klien tetstdiap
membuat akta padanya.

9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tataisung
yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yarak teehat
dengan sesama rekan Notaris.

10.Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh Idigiam
jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah

ditetapkan perkumpulan.
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11.Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masihaherst
karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuarebénl dahulu
dari Notaris yang bersangkutan.
12.Menjelekkan dan/atau mempermasalahkan rekan Naitais
akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris
menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yangt dilain
rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapsdl&iean-
kesalahan yang serius dan/atau membahayakan khaka
Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada redeggawat
yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnymualemara
yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk negab
timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadajeil yang
bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
13.Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang aersif
eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingamatu
instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkiveq
Notaris lain untuk berpartisipasi.
14.Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak isesua
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15.Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum
disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etikrispgatara
lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelaagga
terhadap:
a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 30ntahu
2004 tentang Jabatan Notaris;
b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Naat8int
2004 tentang Jabatan Notaris;
c. Isi sumpah jabatan Notaris;
d. Hal-hal yang menurut ketentuan anggaran dasar,aaagg
rumah tangga dan/atau keputusan-keputusan laintgtaty
ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonésikeh

dilakukan oleh anggota.
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Hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pemgjéemn
oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yAitu:

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita adeng
mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan buagpua
media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaritgpie
hanya nama saja.

2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan
nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan seagsmi
oleh PT.Telkom dan/atau instansi-instartsi dan/a¢smbaga-
lembaga resmi lainnya.

3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan mkigak
melebihi 20 cm X 50 cm, dasar berwarna putih, hbarfvarna
hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta digataam
radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.

233. Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia dan

Kewenangannya
Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabadtdab

Notaris, perkumpulan mempunyai Kode Etik Notarisnga

ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah nyarad wajib

ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.

Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan periiam
yang terdiri dari beberapa orang anggota yangidigéri anggota
biasa dan werda Notaris, yang berdedikasi tinggn diayal
terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif #gaksana,
sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dangldia oleh
kongres untuk masa jabatan yang sama dengan mhatara
kepengurusan.

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaa at
pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkanss&spada
pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan &ectok %

% |bid. Ps. 5 tentang Pengecualian
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1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, perhbana
anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik;

2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaanguzlean
ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau gydidlak
mempunyai masyarakat secara langsung;

3. Memberikan saran dan pendapat kepada majelis pasgatas
dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.
Pengawasanan atas pelaksaanaan Kode Etik dilaldé@yan

cara sebagai berikut®

1. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah lkatatarisio
Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah

2. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatamafis
Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah

3. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatatariéo
Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

2.3.3.1. Dewan Kehormatan Daerah

Pada tingakat pertama Pengurus Daerah
perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Daerah
pada setiap kepengurusan Pengurus Daerah Ikatan
Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Daerah terdiri
dari 3 (tiga) orang anggota diantaranya, seorartgale
seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris. Yang
dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan
Daerah adalah anggota biasa yang telah menjabat
sebagai Notaris sekurang-kurangnya 5 (lima) takam d
anggota luar biasa (mantan Notaris), yang senantias
mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi

berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedudiag y

% Anonim, Himpunan Etika Profesi : Berbagai KodekEfisosiasi Indonesia, (Yogyakarta:
Pustaka Yustisia, 2006), him. 123.
190 Keputusan Kongres Ikatan Indonesia (I.N.1) tentsinge Etik
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tinggi kepada konferensi daerah dapat menentukan la
terutama mengenai komposisi Notaris dan mantan
Notaris!®*

Masa jabatan Dewan Kehormatan Daerah adalah
sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Daerah.
Para anggota Dewan Kehormatan Daerah yang masa
jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.
Seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah tidak
boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat,
Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan
Kehormatan Wilayah, dan Pengurus Daerah, jika
selama masa jabatan karena sesuatu hal terjacahuml
anggota Dewan Kehormatan Daerah kurang dari jumlah
yang ditetapkan maka Dewan Kehormatan Daerah yang
ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya
berkurang-%?

Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang
bersifat otonom di dalam mengambil keputusan yang
mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan
bimbingan dari melakukan pengawasan dalam
pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik oleh para
anggota perkumpulan di daerah masing-masing.

Dewan Kehormatan Wilayah

Pada tingkat banding perkumpulan mempunyai
Dewan Kehormatan Wilayah pada setiap kepengurusan
Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia.

Dewan Kehormatan Wilayah terdiri dari 5 (lima)
anggota diantaranya seorang ketua, seorang wakii
ketua, dan seorang sekretaris. Yang dapat diangkat

menjadi anggota Dewan Kehormatan Wilayah adalah

1% |pid.
192 |pid.
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anggota biasa yang telah menjabat sebagai Notaris
sekurang-kurangnya tujuh tahun dan anggota luaabia
(mantan Notaris), yang senantiasa mentaati peratura
perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal asert
mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada
perkumpulan, kecuali untuk wilayah-wiiayah tertentu
konferensi wilayah dapat menentukan lain, terutama
mengenai komposisi Notaris dan mantan Notafis.

Masa jabatan Dewan Kehormatan Wilayah adalah
sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Wilayah.
Para anggota Dewan Kehormatan Wilayah yang masa
jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.

Seorang anggota Dewan Kehormatan Wilayah tidak
bolen merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat,
Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus
Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, jika selama masa
jabatan karena sesuatu hal terjadi jumlah anggota
Dewan Kehormatan Wilayah kurang dari jumlah yang
ditetapkan maka Dewan Kehormatan Wilayah yang ada
tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkut&hg.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan
Kehormatan Wilayah dapat mengadakan pertemuan
dengan Pengurus Wilayah, Pengurus Pusat, Dewan
Kehormatan Pusat, Pengurus Daerah atau Dewan
Kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan Wilayah dapat mencari fakta
pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelahrimane
pengaduan secara tertulis dari seorang anggota

perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang

1% |pid.
1%% |bid.
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meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap
Kode Etik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggara
Kode Etik atau setelah menerima pengaduan, wajib
memanggil anggota yang bersangkutan untuk
memastikan apakah betul telah terjadi pelanggagan d
memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan
penjelasan dan pembelaan. Dari pertemuan tersebut
dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggotag yan
bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan
Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Wilayah
diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam waktu
30 (tiga puluh) hari setelah pengaduan diajukan.
Terhadap keputusan Dewan Kehormatan Wilayah dapat
diadakan banding ke Dewan Kehormatan Pusat. Dewan
Kehormatan Wilayah wajib memberitahukan tentang
keputusannya itu kepada Dewan Kehormatan Pusat,
Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah
dan Dewan Kehormatan Daer&h.
Dewan Kehormatan Pusat

Pada tingkat terakhir kepengurusan perkumpulan
mempunyai Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat
Pusat |katan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan
Pusat terdiri dari 5 (lima) orang; anggota, dengan
susunan kepengurusan sebagai berikut: Ketua, Wakil
Ketua, Sekretaris. Yang dapat diangkat menjadi atagg
Dewan Kehormatan Pusat adalah anggota biasa yang
telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya
sepuluh tahun dan anggota luar biasa (mantan Nptari
yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan atau

peraturan perundang-undangan  yang berlaku,

1% |pid.
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berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta memauny
rasa kepedulian yang tinggi kepada perkumpulan yang
dipilih oleh kongres®®

Dewan Kehormatan Pusat bertanggung jawab pada
kongres atas pelaksaanaan tugas dan kewajibannya,
dengan masa jabatan yang sama dengan masa jabatan
Pengurus Pusat. Para anggota Dewan Kehormatan Pusat
yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih
kembali.

Seorang anggota Dewan Kehormatan Pusat tidak
boleh merangkap anggota Pengurus Pusat, Pengurus
Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus
Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah, jika selama
masa jabatan

Dewan Kehormatan Pusat karena suatu hal terjadi
jumlah anggota Dewan Kehormatan Pusat kurang dari
jumlah yang ditetapkan, Maka Dewan Kehormatan
Pusat yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya
berkurang.

2.4. Sanks Pelanggaran Kode Etik

24.1.

Sanks pelanggran kode etik menurut 1.N.|

Dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabaariNpt
kongres lkatan Notaris Indonesia menetapkan Kode Nibtaris
yang merupakan kaidah moral yang wajib ditaati otettiap
anggota perkumpulan. Keberadaan Kode Etik Notagsupakan
konsekuensi logis dari dan untuk suatu pekerjaamg y@disebut
sebagai profesi. Bahkan ada yang pendapat yang ataay
bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang diberilgericayaan

harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturamdaag-

1% |pid.
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udangan semata, namun juga pada Kode Etik profesikgrena

tanpa Kode Etik, harkat, martabat dari profesirkenahilang-°’
Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Higwan

Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawawdnang

melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut ddpat

menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi gidwegakan

terhadap anggota lkatan Notaris Indonesia (I.Ndhg melakukan

pelanggaran Kode Etik dapat berup4 :

1. Teguran;

2. Peringatan;

3. Skorsing (pemecatan sementara) dari  keanggotaan

Perkumpulan;

N

. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan.
24.2. Sanks pelanggaran kode etik menurut UUJN

Notaris dalam melaksanankan tugas sehari-hari titkkya
berpedoman pada UUJN akan tetapi berpedoman pade Eik
Notaris yang merupakan suatu peraturan yang dikesiéhn lkatan
Notaris Indonesia yang mana merupakan suatu o@ggnigng
dibentuk berdasarkan pasal 82 UUJN.

Profesi Notaris merupakan profesi yang berkaitamgedea
individu, organisasi profesi, masyarakat pada umamman
negara. Tindakan Notaris akan berkaitan dengan eglestemen
tersebut. Oleh karenanya, suatu tindakan yangukdhri Notaris
dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya akarugikan
Notaris itu sendiri namun juga dapat merugikan oiggsi profesi,
masyarakat dan negara.

Adanya hubungan antara Kode Etik dan UUJN memberika
arti terhadap profesi Notaris itu sendiri. UUJN dinde Etik

Notaris menghendaki agar Notaris dalam menjalankagas

197 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukumn dika
(Yogyakarta: Ull Press, 2009), him. 70.
1% op Cit.
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jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus kukdpada
UUJN juga harus taat kepada Kode Etik Profesi sédeaus
bertanggung jawab kepada masyarakat yang dilayanngganisasi
profesi, maupun negara. Dengan adanya hubungammaka
terhadap Notaris yang mengabaikan keluhuran dantaber
jabatannya selain dapat dikenal sebagai sanksi,nditegur atau
dipecat dari jabatannya sebagai Notalis.

Kewajiban Notaris telah diatur secara khusus dgvetaci di
dalam pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan mur&edangkan
ketentuan sanksi dalam UUJN diatur dalam Pasal &4 &b.
Mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada Notarisgseharibadi
menurut pasal 85 UUJN dapat berufa :

1. Teguran lisan ;
Teguran tertentu ;
Pemberhentian sementara ;

Pemberhentian dengan hormat ;

" &P o

Pemberhentian dengan tidak hormat ;

2.5. Legalisasi, Waarmerking, Pengesahan Kecocokan Fotokopi Dengan

Asdlinya
25.1.

Pengertian legalisas
Mengenai legalisasi dalam Pasal 1874 KUHPerdata
menyatakan*'!

Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggdp-alita yang
ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, eggisgjister, surat-
surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisargydibuat tanpa
perantaraan seorang Pegawai umum. Dengan penagaladan
sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan saggtyempol,
dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggalsdarang
notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjukh akedang-
undang darimana ternyata bahwa ia mengenal si pawhboap

19 Fyady, Munir, Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat NstaKurator dan
Pengurus-Pengurus Profesi Muli@BBandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), him. 87

110 Habib Adji, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap M. 30 tahun 2004
Tentang Jabatan Notari¢Bandung: Rafika Aditama, 2008), him. 50

11bid, hal. 476
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jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkanakiepya,
bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orangdém bahwa
setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadgpagawai
umum. Pegawai ini harus membukukan tulisan tersdbebhgan
undang undang dapat diadakan aturan-aturan lehjbt leentang
pernyataan dan pembukuan termaksud.

Definisi di atas mengandung pengertian bahwa aktag

diperbuat oleh para pihak yang dibubuhi dengan atmdjan
tersebut, mendapat pengesahannya dari notarispajabat yang
berwenang untuk itu.

Legalisasidalam pengertian sebenarnya adalah membuktikan
bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu mensnar-
benar di tanda tangani oleh para pihak yang mempaatOleh
karena itu diperlukan kesaksian seorang Pejabat numyang
diberikan wewenang untuk itu yang dalam hal inilaldaNotaris
untuk menyaksikan penandatanganan tersebut padgaiayang
sama dengan waktu penandatanganan itu. Dengan idamik
Legalisasi itu adalah melegalize dokumen yang dimaksud
dihadapan Notaris dengan membuktikan kebenararamatashgan
penada tangan dan tanggainya.

Tata caralegalisas

Sering orang membuat perjanjian, ditulis oleh kipdnak,
tidak dibuat di hadapan notaris. Tulisan yang demiklisebut akta
di bawah tangan. Di bawah tangan ini adalah tet@madari
bahasa Belanda (onderhands).

Ada kalanya yang dibuat di bawah tangan itu, paireak
kurang puas kalau tidak dicapkan di notaris. Netddlam hal ini
dapat saja membubuhkan cap pada akta-akta di b&amnghn itu.
Sebelum membubuhkan cap notaris, diberi nomor daggal,
nomor mana harus dicatat dalam buku (daftar alt@pudian
diberikan kata-kata, dan ditandatangani oleh r®tari
Membubuhkan cap pada akta di bawah tangan semaagasalah

satunyd_egalisasiatau Pengesahan.
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Untuk keperluan legalisasi itu, maka para pendadgan akta
itu harus datang menghadap notaris, tidak boleanddatangani
sebelumnya di rumah. Kemudian notaris memeriksdatdeenal,
yaitu KTP atau tanda pengenal lainnya. Pengertemakitu lain
dengan pengertian sehari-hari, yakni notaris harasgerti benar
sesuai dengan kartu kenalnya, bahwa orangnya yatangl itu
memang sama dengan kartu kenalnya, dia memangny@angang
bertempat tinggal di alamat kartu itu, gambarnyaoko Sesudah
diperiksa cocok, kemudian notaris membacakan aktaadah
tangan itu dan menjelaskan isi dan maksud surbagah tangan
itu.

Sedangkan untuk dokumen yang dibawa ke luar négeuns
dilegalisir oleh Notaris di Indonesia. Untuk dokume/ang
berbahasa Indonesia harus diterjemahkan dulu kasbamggris
atau bahasa setempat oleh penerjemah resmi / tgabudan baru
dilegalisasi oleh Notaris. Setelah itu, dokumesdbut di bawa ke
Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasukum
Umum, Departemen Hukum dan HAM untuk dimintakan
legalisasi. Untuk dokumen yang merupakan salinga abtaris
dapat langsung dibawa ke Departemen Hukum dan HBigini
dilakukan pencocokan tandatangan notaris karenaiaserotaris
yang akan berpraktek harus mengirimkan contoh tamdgannya
ke Departemen Hukum dan HAM dan dokumen yang telah
dilegalisasi oleh Departemen Hukum dan HAM di lesgi lagi di
Direktorat Konsuler Departemen Luar Negeri. Begtbaliknya
untuk dokumen-dokumen yang dibuat dibuat di luggemenamun
akan digunakan di Indonesia. Dokumen tersebut hdirlegalisasi
oleh Perwakilan Indonesia di ngera tersebut barelade itu
dokumen tersebut dibawa kepada Direktorat Perdait@ktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukdam
HAM untuk dimintakan legalisasi.
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25.3. Perbedaan antara legalisasi, waarmerking, dan pengesahan
kecocokan fotokopi dengan aslinya

Legalisasi merupakan suatu prosesn dimana dokuorah/s
yang dibuat di bawah tangan tangan tersebut dittargani di
hadapan notaris, setelah dokumen/surat tersebaicalkbn atau
dijelaskan oleh Notaris yang bersangkutan. Sehintggeggal
dokumen atau surat yang bersangkutan adalah samgarde
tanggal legalisasi dari notaris. Dengan demikianams menjamin
keabsahan tanda-tangan dari para pihak yang dgeg&nda-
tangannya, dan pihak (yang bertanda-tangan dalakunuen)
karena sudah dijelaskan oleh notaris tentang isi $ersebut, tidak
bisa menyangkal dan mengatakan bahwa yang berdangtdak
mengerti isi dari dokumen/surat tersebut.

Untuk legalisasi ini, kadang dibedakan oleh netayang
bersangkutan, dengan Legalisasi tanda-tangan Baeana dalam
legalisasi tanda-tangan tersebut notaris tidak naeaan isi
dokumen/surat dimaksud karena sesuatu hal.

Waarmerking (Registej, artinya dokumen/surat yang
bersangkutan di daftar dalam buku khusus yang dilmlah
Notaris. Biasanya hal ini ditempuh apabila dokurserat tersebut
sudah ditanda-tangani terlebih dahulu oleh parakpibebelum di
sampaikan kepada notaris yang bersangktian.

Jika ditinjau dari sudut kekuatan hukumnya untuknbpektian,
maka tentu saja lebih kualegalisasi daripada Register
(waarmerking. Hal ini dikarenakanvaarmerkingtidak terdapat
jaminan, karena baik tanggal, tanda tangan, isitdersebut tidak
di buat dan di ketahui oleh notaris. Notaris tedpdnengakui
bahwa pada hari tersebut telah datang di kantaarisotdiberi
bernomor, dimasukkan dalam buku daftearmerking dan diberi

tulisan oleh notaris bahwa surat tersebut telalerdibomor dan

H2 http:/firmadevita.com/2008/legalisasi-dan-waarriregk
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dimasukkan kedalam buku daftar yang khusus dibuatkuitu,
diberi materai, di tandatangani oleh notaris lali4edhbalikan
kepada yang bersangkutan. Sebelum dikembalikaapsktilaman
diberi bernomor dan diparaf oleh notaris.

Adapun letak perbedaan antara waarmerking danlidega
ialah bahwa’*®

“Waarmerking hanya mempunyai kepastian. tanggal dapn tidak
ada kepastian tanda tangan sedangkan pada lepaisata
tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasianggkan
untuk waarmerking, pada saat di-waarmerking, sutatsudah
ditandatangani oleh yang bersangkutan. Jadi yangbeekan
waarmerking tidak mengetahui dan karena itu tidangesahkan
tentang tanda tangannya”
Selain Waarmerking dan Legalisasi sebagaimana tersebut

diatas, biasanya para pihak juga melakukan peneoctitocopy
yang kadangkala diistilahkan dengan istilah yangiasayaitu
“legalisir’. Dalam prakteknya hal yang dilakukan tuk istilah
“legalisir” ini adalah mencocokan fotocopy suatikkdimen dengan
aslinya dengan judul Pencocokan Fotocopy. Padadptotersebut
akan di-stempel/cap disetiap halaman yang di fgiod®ngan
paraf Notaris dan halaman terakhir dari Pencocokatocopy
tersebut akan dicantumkan keterangan bahwa fototersebut
sama dengan aslinyaDalam melakukan legalisir ini, seorang
Notaris benar-benar harus melihat surat-surat yaslyang akan
dilegalisir lalu dicocokan dengan fotokopi surataguersebut.

Jadi surat-surat dibawah tangan yang disahkanddtgalisasi,
surat-surat di bawah tangan yang didaftar dan perkem fotokopi
oleh Notaris wajib diberi teraan cap/stempel speeaf dan tanda
tangan Notarig*

254. Fungs legalisas, waarmerking, dan pengesahan kecocokan

fotokopi dengan adinya

13 0p. Cit,him. 34
114 Undang-Undang Nomor 30 tahun 20@4. Cit.,Ps. 56 ayat (3)
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Dalam hukum acara perdata alat bukti tulisan/staatantum
dalam Pasal 138,165, 167 HIR/Pasal 164, 285, 3@>dah Pasal
1867-1894 KUH Perdata serta Pasal 138-147 RV, padanya
didalam persoalan perdata, alat bukti yang berlgenilisan itu
merupakan alat bukti yang diutamakan atau alati tyalktg nomor
satu jika dibandingkan dengan alt-alat bukti lamnylat bukti
surat merupakan alat bukti pertama dan utama, akkat pertama
oleh karena alat bukti surat gradasinya disebuttaper
dibandingkan dengan alat bukti lainnya sedangkkatakan utama
oleh karena dalam hukum perdata yang dicari adidddenaran
formal maka alat bukti surat memang sengaja dibnaik dapat
dipergunakan sebagai alat pembuktian yang utama.

Dipandang dari segi Pengadilan yang memeriksa perldat
bukti artinya alat atau upaya yang bisa dipergunakah untuk
menjadi pegangan Hakim sebagai dasar dalam mensutats
perkara, sehingga dengan berpegang kepada alat teukebut
dapat mengakhiri sengketa diantara mereka, Dipandan segi
pihak-pihak yang berperkara, alat bukti artinyat atau upaya
yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang bkgaruntuk
meyakinkan hakim dimuka pengadilan.

Menurut Hukum Positif untuk membuktikan peristiwa-
peristiwva di muka persidangan dilakukan dengan mengkan
alat-alat bukti, dengan alat-alat bukti yang diajk itu
memberikan dasar kepada hakim akan kebenaranipwarigang
didalilkan, Dalam Hukum Acara Perdata telah diafat-alat bukti
yang dipergunakan di persidangan dengan demiki&imhsangat
terikat oleh alat-alat bukti, sehingga dalam merhjkan
putusannya hakim wajib memberikan pertimbangan dsendan
alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Di dalam Lalu lintas hukum keperdataan sering lkakng
dengan sengaja menyediakan suatu bukti dalam habung

hubungan yang tercipta antara individu dengan iddivainnya
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yang kerap melakukan perbuatan hukum yang memb&ibata
hukum, pelaksanaan perjanjian adalah salah satiiaseukum
yang sering dilakukan oleh manusia sebagai subjgkirh dalam
kehidupan sehari-hari, perjanjian yang merupakausperikatan
yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihakgy
membuatnya dan telah menjadi kebiasaan yang bensida
masyarakat modern setiap perikatan yang dilakularargiasa
dituangkan dalam bentuk tulisan.

Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tulisan dapatiia akta,
yang pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang
ditandatangani, memuat keterangan tentang kejdaigalian atau
hal-hal, yang merupakan dasar dari suatu perjgnjiia itu dapat
dibedakan lagi dalam dua bentuk dan sifatnya, yaltia otentik
dan akta dibawah tangan.

Akta Otentik, adalah akta suatu akta yang dibuat adtau
dimuka seorang pegawai umum, oleh siapa didalamifkticatat
pernyataan pihak yang menyuruh membuat akta itgawai
umum vyang dimaksud di sini adalah pegawai-pegavangy
dinyatakan dengan undang-undang mempunyai kewenamngak
membuat akta otentik, misalnya seorang NotarisaSgihn akta
di bawah tangan adalah surat yang sengaja dibedt atang-
orang, oleh pihak-pihak sendiri, tidak dibuat did&pan yang
berwenang, untuk dijadikan alat bukti.

Suatu surat akta yang dibuat di bawah tangan dah
Legalisasi, mempunyai kepastian tanggal dan kepastanda
tangan, kepastian tanda tangan artinya pasti bajamg tanda
tangan itu memang orangnya, bukan orang lain, akieet
demikian karena yang melegalisasi surat itu distkan harus
mengenal orang yang tanda tangan, mempunyai kepasinggal
artinya memang ditanggali pada saat itu, bukanndgali maju
atau ditanggali mundur, Waarmerking hanya mempukgpastian

tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tahggalisasi, tanda
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tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasangedintuk
waarmerking pada saat di waarmerking surat itu udiéinda
tangani oleh yang bersangkutan jadi yang memberikan
waarmerking tidak mengetahui dan karena itu tidahgesahkan
tentang tanda tangannya. Untuk pencocokan fotolsgarang
Notaris memberikan cap dan stempel serta paratatada tangan
di fotokopi surat dibawah tangan yang mana akazkdikan pada
minuta dan untuk hal ini seorang Notaris diwajibkeruk melihat
asli surat-surat dibawah tangan tersebut, lalu cdikan baru
setelah itu dapat dilakukan pengesahan. Dengartubé&gokopi
yang di lekatkan di dalam minuta akta adalah beeauai dengan
yang aslinya.

Dalam hal tidak ada sengketa atau tidak disegkefaheka
suatu akta dibawah tangan yang dilegalisasi atanadirmerking
dan juga fotokopi surat-surat dibawah tangan yafantdi cocokan
dengan surat aslinya dan egalisir tidak akan adsalala, akan
tetapi suatu masalah dapat saja timbul. Apabilacmusengketa,
maka akta yang dielgalisasi mempunyai kepastiasiatéangan dan
tanggal, akta yang di waarmerking mempunyai kepastnggal
saja dan fotokopi surat-surat dibawah tangan vyaibegalisir
mempunyai kepastian bahwa fotokopi tersebut adalebuai
aslinya. Jadi dengan kata lain fungsi dari legaljsaaarmerking,
dan pengesahan kecocokan fotokopi atas akta yaogtdii bawah
tangan menjamin mengenai tanggal dan tanda tanganpithak
yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka akta di baeadan
yang telah memperoleh Legalisasi, Waarmerking, Plamgesahan
Kecocokan Fotokopi, dari notaris membantu hakimamkalhal
pembuktian, karena dengan diakuinya tanda tangaatiat, maka
isi akta pun dianggap sebagai kesepakatan par&, jiaeena akta
di bawah tangan kebenarannya terletak pada tandganapara

pihak dengan diakuinya tanda tangan oleh para pibata
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terhadap pihak yang mengakui tanda tangannya padd gu
berarti dia juga mengakui isi surat yang beradaatdis tanda
tangannya tersebut maka akta tersebut menjadi bytig
sempurna.

255. Tanggung jawab Notaris atas kebenaran akta yang
dilegalisasinya, di waarmerking dan surat yang dicocokan
dengan aslinya

Tugas dan pekerjaan dari seorang notaris tidageharembuat
akta otentik tetapi juga melakukan pendaftaran mi@ngesahkan
akta-akta yang dibuat di bawah tangan (Legalisasin d
Waarmerking dan Pengesahan Kecocokan Fotokopi),beekan
nasehat hukum dan penjelasan undang-undang kepaaaihak
yang membuatnya dan membuat akta pendirian danbaean
Perseroan Terbatas di Departemen Hukum dan Hak Ksamisia
Legalisasi merupakan pengesahan akta di bawah rtapgag
dibacakan oleh notaris dan ditanda tangani olekyaatap dimuka
notaris pada waktu itu juga untuk menjamin kepastinggal dari
akta yang Dbersangkutan. Dimana para penghadap yang
mencantumkan tanda tangannya itu di kenal olehriso&tau
diperkenalkan kepada notaris.

Terhadap surat di bawah tangan yang dilegalidaki otaris,
maka Notaris bertanggung jawab atas :

- ldentitas para pihak

- Isi Akta, Notaris wajib membacakan isi akta kepauilaak-
pihak dan menanyakan apakah benar isi akta yangkidem
yang dikehendaki pihak pihak

- Tanda tangan, mereka harus menandatangani di hadapa
notaris

- Tanggal, membubuhi tanggal pada akta di bawah tanga
tersebut kemudian dibukukan ke buku daftar yanghtel
disediakan untuk itu
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Sedangkan untuk waarmerking dan pencocokan fotokopi

dengan aslinya, seorang Notaris hanya bertanggwalj atas
tanda tangan dan tanggal yang terdapat dalam aktssarat

dibawah tangan tersebut.

Di kalangan masyarakat umum maupun di kalangan para

pejabat, terdapat pengertian yang salah mengertai dari
legalisasi, waarmerking ataupun pencocokan fotoepgan surat
aslinya ini. Sebagian masyarakat berpendapat batieragan
dilegalisasinya surat di bawah tangan itu, sunatnitemperoleh
kedudukan sebagai akta otentik, dengan dalam @erkaturat itu
dianggap seolah-alah dibuat oleh atau dihadapaarisopadahal
pejabat umum dimaksud hanyalah menjamin mengenggéh dan
tandatangan dari para pihak yang bersangkutan dtesar
kesepakatan para pihak itu sendiri.

Dengan demikian pertanggungjawaban Notaris atberiaran

akta di bawah tangan yang dilegalisainya, adalggastean tanda
tangan artinya pasti bahwa yang tanda tangan itoang pihak
dalam perjanjian, bukan orang lain. Dikatakan desnmikkarena
yang melegalisasi itu disyaratkan harus mengenahgryang
menandatangan tersebut dengan cara melihat squafighadap
serta melihat dan memeriksa tanda pengenalnya tsefeitu
Tanda Penduduk dan lain-lain. Jika Notaris kenabb®rangnya,
maka barulah mereka itu membubuhkan tandatangahhgdapan
yang melegalisasi pada saat, hari dan tanggauda.jSelain itu
sepanjang masih mempunyai wewenang untuk menjalatigas
jabatan sebagai Notaris.
Akibat Hukum dalam pembuktian di pengadilan dalam hal
ada akta atau surat di bawah tangan yang di legalisas, di
waarmerking dan pengesahan kecocokan fotokopi dengan
adlinya

Secara material, kekuatan pembuktian akta di bat&aban

tersebut hanya berlaku terhadap orang untuk siepay@taan itu
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diberikan, sedangkan terhadap pihak lain, kekupgsnbuktiannya
tergantung pada penilaian hakim (pembuktian beb&&mua
perkara di persidangan semata-mata adalah kekuadaan
kewenangan hakim atau pengadilan untuk memberikpatlksan.
Hakim atau pengadilan ini merupakan alat perlenghkagalam
suatu negara hukum yang ditugaskan menetapkan gabun
hukum yang sebenarnya antara para pihak yang gertblam
perselisihan atau sengketa . Di dalam persidangkn yang
diajukan hanya berupa akta di bawah tangan mengkejaatan
pembuktiannya yang terbatas, sehingga masih dikpayalat
bukti lain yang mendukungnya sehingga diperolehtidaky yang
dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menuruwnhuk

Dengan telah dilegalisasi akta di bawah tangangaie telah di
waarmerking-nya akta di bawah tangan serta telasahéannya
kecocoan fotokopi dengan aslinya oleh seorang Motaaka bagi
hakim telah diperoleh kepastian mengenai tanggal idantitas
dari pihak yang mengadakan perjanjian tersebua $anda tangan
yang dibubuhkan di bawah surat itu benar berasaldd@ubuhkan
oleh orang yang namanya tercantum dalam surat&tu atang
yang membubuhkan tanda tangannya di bawah sur#tia lagi
dapat mengatakan bahwa para pihak atau salah setk fpdak
mengetahui apa isi surat itu.

Berdasarkan hal tersebut maka akta di bawah tayeyamtelah
memperoleh legalisasi dan waarmerking dari noteserta
pengesahan kecocokan fotokopi dengan aslinya y#daguldan
oleh Notaris, membantu hakim dalam hal pembuktianeka
dengan diakuinya tandatangan tersebut maka isipaktadianggap
sebagai kesepakatan para pihak karena akta di baavajan
kebenarannya terletak pada tandatangan para pibiik aengan
diakuinya tandatangan, akta tersebut menjadi lyakig sempurna.

2.6. Legalisasi, Waarmerking, Pengesahan Kecocokan Fotokopi dengan Surat
Adlinya di dalam Praktek
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Pengertian notaris berdasarkan bunyi Pasal 1 bytirPasal 15 ayat
1 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jaldtdaris untuk
selanjutnya disebut dengan UUJN menyatakan bahwariS@dalah pejabat
umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewvgamalainnya
mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetgpan diharuskan oleh
peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikakienoleh yang
berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otemti&nhjamin kepastian
tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, membegkasse, salinan dan
kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatanalikdaitu tidak juga
ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat la@u arang lain yang
ditetapkan oleh undang-undang.

Melihat kepada tugas utama notaris tersebut, ndakat dikatakan
bahwa notaris mempunyai tugas yang berat, karemas hmenempatkan
pelayanan masyarakat di atas segala-galanya. Glem& itu diperlukan
tanggung jawab baik individual maupun sosial, tema ketaatan terhadap
norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tknpada kode etik
profesi.

Sebagai Pejabat Umum yang menjalankan jabatan niyank
dipercayakan undang-undang tersebut, menurut Plagahto Pasal 15
UUJN, tugas dan pekerjaan notaris adalah sebagabgieumum tidak
terbatas pada membuat akta otentik tetapi jugagattken melakukan
pendaftaran dan mensahkan surat-surat di bawahartangemberikan
nasehat hukum dan penjelasan undang-undang kepmdappak yang
bersangkutan, membuat akta pendirian dan akta gleanb Perseroan
Terbatas dan sebagainya.

Dalam hal kewenangan seorang Notaris untuk metaklggalisasi,
waarmerking dan pengesahan pencocokan fotokopirarsgo Notaris
haruslah melakukannya sesuai dengan kewenangamid\géag terdapat
dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabataniblotar

Untuk legalisasi, semua pihak yang membuat seraebut datang
dihadapan notaris, dan notaris membacakan dan laskge isi surat
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tersebut untuk selanjutnya surat tersebut dibegdal dan ditandatangani
oleh para pihak dan akhirnya baru dilegalisasi oletaris.

Untuk waarmerking, akta dibawah tangan yang dimlah para
pihak telah ditandatangani, lalu dibawa Notarisukntlidaftarkan. Untuk
pengesahan kecocokan fotokopi, Notaris yang beksdag hanya
mencocokan fotokopi surat atau dokumen dengan satet dokumen
aslinya. Setelah dicocokan lalu diberikan cap/swngan tanda tangan
Notaris.

Notaris merupakan salah satu pejabat negara yadgdikkannya
sangat dibutuhkan di masa sekarang ini. Di masaemouhi, masyarakat
tidak lagi mengenal perjanjian yang berdasarkas let@ercayaan satu sama
lain seperti yang mereka kenal dulu. Setiap paganyang dilakukan oleh
masyarakat pasti akan mengarah kepada notaris aebm@na keabsahan
perjanjian yang mereka lakukan. Karena itulah, ke#tan notaris menjadi
semakin penting di masa seperti sekarang ini.

Seperti pejabat negara yang lain, notaris juga ifkerkewenangan
tersendiri yang tidak dimiliki oleh pejabat negarang lainnya. Selain
kewenangannya, para notaris juga memiliki kewajidan larangan yang
wajib mereka patuhi dalam pelaksanaan tugas jabgdarbengan berdasar
pada Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jalddtaris, para
notaris di Indonesia wajib untuk memahami apa yaremnjadi wewenang
dan kewajiban mereka serta larangan yang tidakhbdimkukan dalam
pelaksanaan tugas jabatannya.

Dalam pelaksanaan wewenang, jika misalnya adasgqrejabat yang
melakukan suatu tindakan diluar atau melebihi kewmgannya, maka
perbuatannya itu akan dianggap sebagai perbuatdanggar hukum.
Demikian pula dengan notaris, para notaris wajitukimengetahui sampai
di mana batas kewenangannya. Selain wewenang yasrgkan miliki,
notaris juga memilki kewajiban yang harus merekanupe dalam
pelaksanaan tugas jabatannya serta larangan ydak tioleh dilakukan
yang apabila ketiga hal ini dilanggar maka notgeeg bersangkutan akan
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memperoleh sanksi sesuai dengan ketentuan yanf thitur dalam
Undang-undang Jabatan Notaris (UU3N).

Salah satu kewenangan Notaris adalah yang terdagatam Pasal 15
ayat (2) huruf d UUJN yaitu melakukan pengesahatoé@kan fotokopi
surat-surat dibawah tangan. Dalam hal melakukarmygsahan atas suatu
fotokopi surat di bawah tangan yang akan dilekatkada minuta akta,
maka seorang Notaris dwajibkan untuk melakukan gagian fotokopi
surat di bawah tangan tersebut dengan surat askfglani berarti seorang
Notaris wajib melihat surat aslinya, mencocokamkopi dengan surat asli
tersebut baru melakukan pengesahan atas fotokapebig. Dengan
melakukan itu semua berarti Notaris dapat menjamaimwa fotokopi surat
di bawah tangan tersebut benar-benar sama dendewyaaslan dapat
dijadikan sebagai alat bukti di muka pengadifah.

MenurutHabib Adjie, akta yang dibuat oleh seorang Notaris haruslah
sesuai dengan syarat-syarat yang telah di tentdaéam Undang-Undang
Jabatan Notaris dan Undang-Undang lainnya. Apatylrat-syarat yang
telah ditentukan tidak terpenuhi, maka merupakdahssatu alasan yang
menyebabkan akta yang dibuat Notaris mengandumrgdaan palsu. Salah
satunya yaitu tidak terpenuhinya ketentuan Pasalyab (2) huruf d UUJN,
yakni apabila Notaris tidak melakukan pengesahartodakan fotokopi
dengan surat aslinya. Oleh karena itu seorang Natabelum menuangkan
hal-hal formil ke dalam materiil suatu akta wajikelakukan pencocokan
fotokopi  surat-surat/dokumen-dokumen dengan suwnatglokumen-
dokumen yang aslinya. Tindakan Notaris yang tidekesti ini dapat
dikatakan sebagai suatu kelalaian ataupun juga estngajaan. Kelalaian
dapat dilakukan oleh seorang Notaris atau pihakipyrang ingin membuat
akta karena memang manusia tidak lepas dari keggararKelalaian yang
dilakukan oleh Notaris ini dapat membawa konsekiuiembadap akta yang

dibuatnya tersebut yaitu dapat menyebabkan aktg yhiouatnya hanya

15 Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Fenny TjBa]., pada tanggal 27 Mei 2011.

18 Ipid
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mempunya kekuatan pembuktian sebagai akta dibaavejam atau bahkan
akta tersebut dapat mengandung sengketa dikembaiah’

Menurut G.H.S Lumban Tobing, wewenang Notaris diatur di dalam
Pasal 15 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Jabatarard. Setiap
wewenang yang diberikan kepada jabatan harus digareduran hukumnya
sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan debg#&n dan tidak
bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Demigamikian jika
seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakdumar wewenang yang
telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai @edaou melanggar
wewenang:*®

Menurut NotarisDR. Liliana Tedjosaputro, pengesahan kecocokan
fotokopi merupakan salah satu wewenang yang diberikasal 15 ayat (2)
huruf d UUJN kepada seorang Notaris. Dimana seodsatgris mempunyai
kewajiban sebelum memberikan pengesahan akan gaeitkopi surat-
surat/dokumen-dokumen diwajibkan untuk melihat oe@mcocokan dengan
surat-surat/dokumen-dokumen yang aslinya. Apal@taasg Notaris tidak
melakukan pencocokan dengan surat yang aslinyatibBlataris tersebut
telah melakukan suatu kelalaian atau bahkan suasgenigajaan sehingga
menyebabkan akta tersebut mengandung unsur kepafguzbila akta yang
dibuat/diterbitkan notaris mengandung cacat hukuameka kesalahan
notaris baik karena kelalaian maupun karena kegzagaotaris itu sendiri
maka notaris itu harus memberikan pertanggungjawaeaara moral dan
secara hukum, akan tetapi hal ini harus terlebitutladapat dibuktikan®

MenurutProf DR. Kartini Sujendro, Notaris merupakan pejabat umum
yang ditunjuk oleh undang-undang dalam membuat akentik dan
sekaligus notaris merupakan perpanjangan tanganereah. Dalam
menjalankan jabatannya notaris harus dapat bersp@besional dan

mematuhi peraturan perundang-undangan serta mangitinggi Kode Etik

7 www.adjieku.com/articels Diakses tanggal 15 Mei 2010

118 hitp://notarissby.blogspot.com/2008 04 01 _archivel.h Diakses tanggal 15 Mei 2010
119 hitp://groups.yahoo.com/group/Notaris_Indonesiagage/505% Diakses tanggal 15 Mei
2010
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Notaris. Notaris sebagai pejabat umum kepadanymtdit tanggung jawab
terhadap akta yang di buatnya, yakni tanggung jawium dan tanggung
jawab moral. Dalam hal akta yang dibuat oleh Netamengandung
keterangan palsu maka notaris tidak dapat dipggiamgjawabkan secara
hukum sebab notaris hanya mencatat atau menuarglk@n perbuatan
hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap atand akta. Notaris
hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yangadjldan dialaminya dari
para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaslarat-syarat formil
dengan yang sebenarnya lalu menuangkannya ke déamNotaris tidak
diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materdbri akta otentik
tersebut. Akta otentik tersebut akan menjadi bbkhwa telah terjadi suatu
perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/patap. Faktor yang
menyebabkan akta Notaris mengandung keterangaru pagu tidak
terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukagh dUndang-Undang,
salah satunya Pasal 15 ayat (2) huruf d, yakniiEpaborang Notaris tidak
melakukan pengesahan kecocokan fotokopi surat/dakatmen-dokumen
dengan surat-surat/dokumen-dokumen yang aslinydgafkukum terhadap
akta otentik yang mengandung keterangan palsufattalawa akta tersebut
telah menimbulkan sengketa dan diperkarakan dngid®engadilan, maka
oleh pihak yang dirugikan mengajukan gugatan seqmalata untuk
menuntut pembatalan agar hakim memutus dan mergabplembatalan
akta tersebut:*°
MenurutTan Thong Kie, dalam bukunya Serba-Serbi Praktek Notaris,

Tan Thong Kie tidak menjelaskan mengenai pengesadaocokan fotokopi
dengan surat aslinya. Tan Thong Kie hanya menjafasknengenai
waarmerking dan legalisasi. Dimana arti daripadaarma&rken adalah
seseorang memberikan kepada Notaris akta yang slitdaldatangani untuk

didaftarkant** Sedangkan legalisasi adalah akta dibawah tanghmbe

120 http://notary.blogspot.com/2009/03/sanksi-hukunidelap-akta-otentik-yang.htmDiakses
tanggal 17 Mei 2011

12LKie Tan Thong, 2007Serba Serbi Praktek Notaris, CetAT. Ichtiar Baru Van Hoeve: Jakarta.
HImn 519.
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ditandatangani  diberikan kepada notaris dan dilmdapNotaris
ditandatangani oleh orangn¥&.
Pelanggaran Jabatan Notaris Karena Notaris Tidak Mencocokan Surat
Adlinya Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik :
Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tanggal 02
Desember 2010 Nomor 11/B/Mj.PPN/X1/2010

Pelapor (PT Sweet Indolampung) adalah perusahada wgang
merupakan salah satu anak perusahaan dari Sugap Gampanies. Telah
terjadi perjanjian pinjam meminjam antara PT Swadblampung dengan
PT Marubeni Coorporation guna mendirikan pabrikagdan penyediaan
mesin-mesin - pendukungnya. Akan tetapi dalam pegaaya terjadi
penunggakan utang yang dilakukan PT Sweet Indolampehingga PT
Marubeni Coorporation memperkarakan kasus ini kagRailan Negeri
Jakarta Pusat. Dalam persidangan Pengadilan Négkarta Pusat, Akta
Pernyataan Nomor 4 dan Akta Pernyataan Nomor anggal 26 Januari
2010 yang dibuat oleh Notaris SH,SH beserta fotokeprat-surat
Disbursement Requesteolah —oleh sebagai akta otentik dan dokumen
otentik yang mengandung kebenaran agar dapat digonaebagai alat
pembuktian*®

Terlapor (Notaris SH,SH) dalam membuat akta tersétaek pernah
melihat dan tidak melakukan pengecekan asli dadi (s2ratus dua puluh
delapan) surat-suraDisbursement Requestang fotokopiya dilampirkan
atau dilekatkan dalam Akta Pernyataan Nomor 4 tahg§ Januari 2010
dan asli dari 20 (dua pluh) surat-surBisbursement Requesyang
fotokopinya dilampirkan atau dilekatkan dalam AlRarnyataan Nomor 5
tanggal 26 Januari 2010. Selain itu Terlapor jugiayh memberikan stempel
dan paraf, tanpa membubuhi bea materai dan taripaakgengeshatt?
Hal tersebut merupakan tindakan rekayasa untuk ehagi agar fotokopi
20 (dua puluh) dan 128 (seratus dua puluh delapsurat-surat

122 |bid. him 520.
123 pytusan Majelis Pemerksa Notaris Nomor 11/B/M;j.B&/2010, him 2.
124 o

Ibid.
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Disbursement Requegting di stempel dan diparaf oleh Terlapor tersebut
agar kelihatan seolah-olah ada aslinya, yang mada genyataannya asli
surat-suratDisbursement Requesersebut tidak pernah ada dan Terlapor
tidak pernah melihat aslinya dan seluruh surattddisbursement Request
tersebut hanya berupa fotokopi tidak pernah dialeh Pelapor

Terlapor juga tidak melakukan pengecekan terhadagurden-
dokumen yang menunjukan kapasitas atau kedudukam#ddy Hariadi
untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung untuk ehgsrdsan surat-surat

Disbursement Requestbaik berdasarkan Anggaran Dasar PT Sweet

Indolampung maupun surat kuasa misalnya. Dalam Rktayataan Nomor

4 dan Nomor 5 tertanggal 26 Januari 2010, Terlapoembuat

"KOMPARISI AKTA” dengan kalimat sebagai Direktur PTSweet

Indolampung maupun seolah-olah Ir. Daddy Hariadidapasaat itu

berwenang mengeluarkan surat-subasbursement Requespadahal Ir.

Daddy Hariadi bukanlah Direktur PT Sweet IndolangpuBalam kedua

akta tersebut juga tidak diuraikan apa dasar d&ti barta dalam kapasitas

apa Ir. Daddy Hariadi bertindak untuk dan atas naRiB Sweet

Indolampung pada saat dirinya mengeluarkan surat-ddisbursement

Request®

Hal tersebut tentu saja membuat pelapor merasgikizm. Sehingga
pelapor memohon kepada Majelis Pengawas Notariskumenyikapi dan
menindak tegas Notaris SH, SH yang telah melakyaanggaran jabatan
serta Kode Etik Notaris sesuai dengan:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatéarils.

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Ripuihdonesia
Nomor M.01.MHT.03.10 Tahun 2006 tentang Syarat dama Cara
Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Ripuihdonesia
Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Carsgdtwkatan

125 pid., him 3.

UNIVERSITASINDONESIA

Pelanggaaran jabatan..., Anggreni Gozali, FH Ul, 2011.



75

Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organifat, Kerja dan

Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Ripuihdonesia
Nomor M.39.PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman k®aiaan

Tugas Majelis Pengawas Notaris.

271

Proses pemeriksaan oleh Majelis Pengawas atas Pelanggaran
Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris yang
dilakukan oleh Notaris SH, SH

M aj elis Pengawas Daer ah
Majelis Pengawas Daerah Kabupaten dan Kota

Tangerang telah melakukan Pemeriksaan terhadap

Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara

Pemeriksaan tanggal 28 April 2010 dan memberikan

keterangan sebagai berikaf:

1. Bahwa Keterangan Pelapor, menyebutkan bahwa
Terlapor tidak pernah melihat dokumen yang asli
dan tidak melakukan pencocokan keaslian dokumen
yaitu surat-suratDisbursement Requestnamun
menurut Pelapor pada surat-surBisbursement
Requestersebut Terlapor memberikan stempel dan
paraf tanpa mebubuhi bea materai dan tanpa kalimat
pengeshan. Hal tersebut menurut Pelapor
merupakan tindakan rekayasa untuk mengelabui
agar fotokopi 20 (dua puluh) surat-surat
Disbursement Requesian 128 (seratus dua puluh
delapan) surat-surat Disbursement Request yang di
stempel dan di paraf oleh notaris dimaksud, menurut
Pelapor agar surat-suraDisbursement Request
terihat seolah-olah ada aslinya. Pelapor

berkeyakinan bahwa asli dari  surat-surat

128 pid., him 4.
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Disbursement Requesersebut tidak pernah ada,
dan Terlapor mengakui tidak pernah melihat asli

surat-suraDisbursement Request

. Bahwa menurut Pelapor dalam pembuatan Akta

Pernyataan Nomor 4 dan Nomor 5, Terlapor
membuat komparisi akta dengan kalimat seolah-
olah Ir. Daddy Hariadi menghadap Notaris dalam
kapasitasnya sebagai Direktur, namun Terlapor
tidak pernah melihat anggaran dasar PT apakah
benar Ir. Daddy Hariadi berkapasitas sebagai

Direktur PT Sweet Indolampung.

. Bahwa berdasarkan keterangan Pelapor pada saat

persidangan bahwa fotokopi surat yang dilekatkan
pada minuta akta harus dibubuhi dan harus ada
kalimat pengesahan dari notaris, hal inilah yang
menurut Pelapor tidak sesuai dengan Peraturan
Jabatan Notaris oleh karena Terlapor pada fotokopi
surat yang dilekatkan tidak dibubuhi materai dan

tidak ada pula kalimat pengesahan dari Notaris.

. Pelapor menegaskan bahwa terhada Terlapor dapat

dijatuhkan sanksi sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.
Majelis Pengawas Daerah Kota Depok telah pula

melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor pada thngga
28 April 2010 dan memberikan keterangan sebagai
berikut?’

1. Bahwa keterangan Terlapor yang disampaikan

kepada Majelis Pemeriksa daerah Notaris
Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan

atas pelanggaran berkenaan dengan tindakan

127 pid. himn. 4-5
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rekayasa terhadap surat-surat Disbursement Request
yang di stempel dan diparaf oleh Notaris dimaksud
meurut Pelapor agar surat-sur&isbursement
Request terlihat seolah-olah ada slinya, maka
tanggapan Terlapor terhadap hal tersebt tidak ada
satu kalimat pun yang menyatakan dan mengeshkan
copy surat-surat disbursement Request sesuai
aslinya. Tangapan Terlapor terhadap stempel dan
paraf pada copy surat-surBisbursement Request
yang dilekatka Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris.

2. Bahwa Terlapor memberikan keterangan bahwa
tidak pernah membuat pernyataan bahwa Ir. Daddy
Hariadi adalah sebagai Direktur PT Sweet
Indolampung dan juga Terlapor memberikan
keterangan bahwa dalam Akta Notaris menjamin
kepastian hukum bahwa Ir. Daddy Hariadi bertindak
secara pribadi, dalam hal ini tidak dapat ditatsirk
lain apalagi dengan kata seolah-olah. Adapun
kalimat yang menyatakan untuk dan atas nama
sesungguhnya menurut keteranga Ir. Daddy Hariadi
diahadapn Notaris, hal itu menunjukkan fakta
bahwa Ir. Daddy Hariadi membuat dan
menandatangani surat-sumisbursement Request
sejak tahun 1993-1995 semata-mata untuk
kepentingan PT Sweet Indolampung.

3. Bahwa pelanggaran yang dituduhkan Pelapor
kepada Terlapor, berkenaan dengan fotokopi surat
yang dilekatkan pada Minuta Akta harus dibubuhi
materai dan harus pula ada kalimat pengesahan dari
notaris, hal ini menurut Pelapor menyalahi jabatan

notaris. Tanggapan Terlapor terhadap hal ini
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128 |hid. himn. 8.

78

tersebut tidak menyalahi Peraturan Jabatan Notaris
dan jikalaupun ada menyalahi peraturan jabatan

notaris yang mana.

. Bahwa berkenaan dengan permintaan Pelapor agara

Terlapor dijatuhi sanksi oleh Majelis Pengawas
Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota
Tangerang Selatan, terhadap hal tersebut pada saat
persidagan berlangsung Ketua Majelis Pemeriksa
Daerah Notaris dan Anggota Majelis mengeskan
bahwa penjatuhan sanksi terhadap Terlapor bukan
kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris
Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan
namun penjatuhan sanksi adalah merupakan
kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris

Provins Banten.

M aj elis Pengawas Wilayah

Dalam pemeriksaan di tahap wilayah ini, atas

permintaan tertulis Terlapor tanggal 9 Juni 2010nHD

03/SH/V1/2010, Mejelis Pemeriksa Wilayah telah

memeriksa dan memperoleh tambahan keterangan sari

Terlapor, yaitu'*®

1. Bahwa pemberian paraf dan stempel Terlapor
terhadap surat-surat Disbursement Request adalah
dimaksudkan untuk:

a. Memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris.

b. Mencegah agar lampiran pada sainan akta tidak
dirubah / diganti atau direkayasa oleh siapapun

dan bukan tindakan rekayasa untuk mengelabui
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agar surat-surat tersebut seoleh-oleh ada

aslinya.

2. Bahwa Terlapor bersedia membuat akta pernyataan

tersebut karena meyakini bahwasanya surat tersebut

kalau ada pasti ada aslinya.

. Bahwa Terlapor bersedia membuat akta pernyataan

tersebut untuk menerangkan adalah suatu fakta
bahwa surat-surat tersebut pernah ada dan
ditandatangani oleh Ir. Daddy Hariadi.

Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten

mempertimbangkan sebagai berikiit:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004
tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota,
Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata
Kerja dan Tata Cara Majelis Pengawas Notaris,
menyebutkan bahwa Majelis Pengawas Wilayah
memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis

Pengawas Daerah (MPD) Notaris.

. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004
tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota,
Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata
Kerja dan Tata Cara Majelis Pengawas Notaris,
bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap
Notaris, Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris

membentuk Majelis Pemeriksa Notaris dari masing-

129 pid., him 8 — 9.
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masing unsur yang terdiri atas satu orang Ketua dan

dua orang Anggota Majelis Pemeriksa

. Bahwa dalam pemberian teraan paraf dan cap

stempel pada fotokopi surat-sur@lisbursement
Requesioleh Terlapor tidak diatur dalam Pasal 56
ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 204
tentang Jabatan Notaris

. Bahwa Terlapor tidak terbukti melanggar ketentuan

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris, sehingga tidak cukup
alasan untuk diberikan sanksi sebagaimana diatur
dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang

Jabatan Notaris.

M ajelis Pengawas Pusat

Berdasarkan pertimbangan hukum dan berdasarkan

hasil pemeriksaan dan fakta-fakta dalam persidgngan
maupun berdasarkan hasil rapat-rapat Majelis Peagjaw
Pusat dalam memeriksa permohonan banding pelapor
maupun terlapor, Majelis Pengawas Pusat berpendapat
bahwa!*

1. Terbanding/Terlapor (Notaris SH,SH) tidak

melakukan pencocokanDisbursement Request
sesuai dengan aslinya dalam membuat Akta
Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan

Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010.

. Terbanding/Terlapor (Notaris SH,SH) tidak terlebih

dahulu meminta dokumen asli tentang kedudukan
penghadap mewakili perseoan, karena
sesungguhnya didalam Akta di atas tidak

menyebutkan bahwa penghadap mewakili direksi

130 pid., him 32
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perseroan  sebagaimana di  dailkan oleh
Pembanding/Pelapor bahwa penghadap (Ir. Daddy
Hariadi) pada saat menandatangani 128 (seratus dua
puluh delapan) dan 20 (dua pulubjsbursement
Request benar sebagai Direktur PT Sweet
Indolampung, ternyata menurut
Pembanding/Pelapor (Ir. Dady Hariadi) bukan
Direktur PT Sweet Indolmapung.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) butir a
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris, menyebutkan dalam menjalankan
jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur,
seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga
kepentingan pihak terkait dalam perbutan hukum,
maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut
Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa
terbanding/terlapor telah melanggar Pasal 16 ayat
(1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris dalam
membuat Akta pernyataan Nomor 4 tanggal 26
Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal
26 Januari 2010.

272 Penerapan sanksi olenh Majelis Pengawas Notaris terhadap
pelanggaran kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris
yang dilakukan Notaris SH, SH
2.7.2.1. MajelisPengawas Daerah

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah diatur

dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris, yakht':

131 Undang-Undang Nomor 30 tahun 20@%4. Cit, Ps. 70.
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. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya

dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau

pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;

. Melakukan pemeriksaan, terhadap Protokol Notaris

secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) takaun a

setiap waktu yang dianggap perlu;

. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6

(enam) bulan;

. Menetapkan Notaris Pengganti dengan

memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;

. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris

yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah

berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;

. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai

pemegang sementara Protokol Notaris yang
diangkat sebagai pejabat negara;

. Menerima laporan dari masyarakat mengenai

adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau
pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;

. Membuat dan menyampaikan laporan kepada

Majelis Pengawas Wilayah. Majelis Pengawas

Daerah mempunyai kewajiban seperti yang tertera

dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 tahun

2004 tentang Jabatan Notaris, yaitts :

a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam
Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal
pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di
bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat

sejak tanggal pemeriksaan terakhir;

1321bid., ps. 71.
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b. Membuat berita acara pemeriksaan dan
menyampaikannya kepada Majelis pengawas
Wilayah setempat, dengan tembusan kepada
Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris,
dan Majelis Pengawas Pusat;

Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;

d. Menerima salinan yang telah disahkan dari
daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan
merahasiakannya;

e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris
dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut
kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu
30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada
pihak yang melaporkan, Notaris yang
bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan
Organisasi Notaris;

f.  Menyampaikan permohonan banding terhadap
keputusan penolakan cuti.

Dengan adanya permohonan tersebut maka Majelis
Pengawas Daerah Kabupaten Tangerang dan Kota
Tangerang Selatan telah melakukan Pemeriksaan baik
terhadap pelapor maupun terlapor pada tanggal 28 Ap
2010 dan melimpahkan laporannya kepada Majelis
Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten.

2.7.22. MajeisPengawasWilayah

Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah diatur
pada Pasal 73 ayat (1), yakni: menyelenggarakamgid
untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas
laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis
Pengawas Wilayah; memanggil Notaris terlapor untuk
dilakukan pemeriksaan atas laporan; memberikan izin

cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) mahu
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memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis
Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan
oleh Notaris pelapor; memberikan sanksi berupa
teguran lisan atau tertulis; mengusulkan pemberian
sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawaet Pus
berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampa
dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan
tidak hormat; membuat berita acara atas setiap
keputusan penjatuhan sanks?

Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30
tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawa
Wilayah berkewajibar3*

1. Menyampaikan keputusan kepada Notaris yang
bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis
Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;

2. Menyampaikan pengajuan  banding dari Notaris
kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap
penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten
telah melakukan sidang pemeriksaan tanggal 10 Juni
2010 terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas
Daerah Notaris Kota Tangerang Selatan sebagaimana
dalam surat Nomor 81/MPD/Kab.Tgr-Kota
Tangsel/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 yang diterima
oleh Sekretaris Majelis Pengawas Wilayah Notaris
Provinsi Jawa Banten.

Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten

telah menjatuhkan putusan Nomor

133 |pid., Ps. 73.
134pid., Ps. 75.
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W29/PSTN/Not.14/2010/MPW tanggal 2 Juli 2010

yang amar putusannya, sebagai bertRut:

1. Menyatakan Terlapor Tidak melanggar ketentuan
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatn Notaris.

2. Menyatakan bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah
sepakat Terlapor tidak terbukti melakukan
pelanggaran maka bebas dari pemberian sanksi.
Baik Pelapor maupun terlapor merasa keberatan atas

putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi

Banten tersebut dan sama-sama menyatakan banding

tanggal 25 Agustus 2010 dengan menyerahkan Memori

Banding kepada Sekretasis Majelis Pengawas Pusat.
Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut pelapor

dan terlapor memohon kepada Majelis Pengawas Pusat

yang akan memeriksa permohonan banding atas
putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi

Banten.

2.7.2.1. Maj€lis Pengawas Pusat
Sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30
tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawa

Pusat berwenang®®

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan
mengambil keputusan dalam tingkat banding
terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;

2. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan
pemeriksaan;

3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara,;

135 0p Cit,him. 9
136 Undang-Undang Nomor 30 tahun 20@%4. Cit,Ps. 77.
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4. Mengusulkan pemberian sanksi berupa
pemberhentian dengan tidak hormat kepada
Menteri.

Kewajiban Majelis Pengawas Pusat diatur dalam
Pasal 79 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, yang
berbunyi ¥’

"Majelis Pengawas Pusat berkewajiban
menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris
yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis
Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang
bersangkutan serta Organisasi Notaris.”

Baik pelapor maupun terlapor berhak melakukan
upaya hukum banding atas putusan Majelis Pengawas
Wilayah kepada Majelis Pengawas Pusat. Mengenai
keberatan pelapor dan terlapor, Majelis PengawaatPu
Notaris mempertimbangkan berdasarkan Pasal 33 ayat
(1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2008
tentang Tata Cara  Pengangkatan  Anggota,
Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata
Kerja dan Tata Cara Pemerikasaan Majelis Pengawas
Notaris menyebutkan bahwa pelapor dan atau terlapor
yang merasa keberatan atas putusan Majelis Pengawas
Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding
kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris.

Majelis Pengawas Pusat telah melakukan
pemeriksaan terhada dalil-dalil yang dkemukakart ole
Pembanding/Pelapor dan Terbanding/Terlapor, maka

menyimpulkan sebagai beriktit

137 bid., Ps. 79.
138 Op Cit,him. 32
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1. Terbanding/Terlapor (Notaris SH,SH) tidak
melakukan pencocokan Disbursement Request
sesuai dengan aslinya dalam membuat Akta
Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan
Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010.

2. Terbanding/Terlapor (Notaris SH,SH) tidak terlebih
dahulu meminta dokumen asli tentang kedudukan
penghadap mewakili perseoan, karena
sesungguhnya didalam Akta di atas tidak
menyebutkan bahwa penghadap mewakili direksi
perseroan  sebagaimana di  dailkan  oleh
Pembanding/Pelapor bahwa penghadap (Ir. Daddy
Hariadi) pada saat menandatangani 128 (seratus dua
puluh delapan) dan 20 (dua puluh) Disbursement
Request benar sebagai Direktur PT Sweet
Indolampung, ternyata menurut
Pembanding/Pelapor (Ir. Dady Hariadi) bukan
Direktur PT Sweet Indolmapung.

Berdasarkan hasil rapat-rapat Majelis Pengawas
Pusat dalam memeriksa perkara banding, memutuskan
bahwa!3?

1. Menerima permohonan banding pelapor maupun
permohonan banding terlapor

2. Menyatakan batal putusan Majelis Pengawas
Wilayah  Notaris Provinsi Banten  Nomor
W29/PSTN/Not.14/2010 tanggal 2 Juli 2010.

3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara 6
(enam) bulan terhadap Notaris SH,SH terhitung
sejak serah terima Protokol di Majelis Pengawas

Daerah Notaris Jakarta Utara.

139pid., him. 33.
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4. Memerintahkan kepada Notaris SH,SH untuk
menyerahkan Protokol notaris yang dalam
penguasaannya kepada Notaris lain yang akan
ditunjuk.

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Senin tanggal 29 November

2010 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Majelis Pengawa¥?’

2.8 Analisa Kasus Pelanggaran Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan
Notaris dalam Hal Notaris Tidak Mencocokan Fotokopi Dengan
Aslinya yang dilakukan oleh Notaris SH, SH

Pelanggaran terkait dengan Kode Etik Notaris adpt&buatan atau
tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulagamsasi lkatan
Notaris Indonesia, yakni Notaris.

Notaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas, wemggna, harus
berdasarkan atau berpedoman pada UUJN dan juga EtkieNotaris.
Apabila aturan hukum dipatuhi, maka resiko bagi axist untuk
menghadapi gugatan atau tuntutan hukum sangat Ksd&m tesis yang
ditulis oleh penulis, membahas mengenai Notarigyy@alam mejalankan
jabatannya telah melakukan pelanggaran terhadagreew yang telah
diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, yaibelakukan
pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat-sumayasDimana dalam
menjalankan kewenangan tersebut seorang Notarggidam untuk benar-
benar melihat asli daripada fotokopi surat-suregetieut, mencocokan dan
baru setelah itu diberi pengesahan. Dengan sepertierarti menjamin
bahwa fotokopi tersebut memang benar-benar seslamiya Penulis
setuju dengan pendapat-pendapat para ahli yangh sdiielaskan di
subbab sebelumnya mengenai mencocokan fotokopiadesgrat aslinya,
pada dasarnya sama. Dimana mereka semua berpemhddped seorang

Notaris dalam menjalankan kewenangannya, yaknikukén pengesahan

140 pid., him. 34.
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kecocokoan fotokopi dengan aslinya harus dilakutk@amgan benar-benar
melihat, mencocokan dan setelah itu baru melakykamgesahan atas
fotokopi surat-surat tersebut. Apabila dalam prakya Notaris tidak
melihat atau bahkan tidak mencocokan fotokopi sswedt tersebut
dengan aslinya, maka Notaris tersebut telah mekankggwenangan dan
telah meyebabkan akta yang dibuatnya telah dibaatmgngandung
keterangan palsu. Dalam hal akta Notaris mengan#éeteyangan palsu,
maka Notaris harus bertanggung jawab secara huBemtuk tanggung
jawab hukum Notaris adalah tanggung jawab terhadialgum Perdata,
Hukum Pidana, Undang-Undang Jabatan Notaris, dga Kode Etik
Notaris. Selain itu seorang Notaris selaku pejab@um juga harus
bertanggung jawab atas kebenaran materiil terhaki&pyang dibuatnya,
dimana seorang Notaris harus menjamin bahwa akitay yhbuatnya
benar-benar merupakan suatu akta otéftibalam hal tanggung jawab
Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dergdenaran
materiil, dapat dibedakan menjadi empat macamiya¥n
1. Tanggung Jawab Notaris secara Perdata terhadamd@pbemateriil
terhadap akta yang dibuatnya
2. Tanggung Jawab Notaris secara Pidana terhadap &amemateriil
dalam akta yang dibuatnya
3. Tanggung Jawan Notaris berdasarkan Undang-UnddragaiaNotaris
terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dilyaat
4. Tanggung Jawab Notaris dalam menjalankan tugas tajaivga
berdasarkan Kode Etik Notaris
Berkaitan dengan uraian di atas maka jika dilihati ¢ronologis
kasus Notaris SH dapat dinyatakan bahwa Notaristi®&&k melakukan
tanggung jawabnya sebagai Notaris dengan balik.
Menurut pendapat penulis dilihat dari sisi Hukunrd@éa, Notaris

SH dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatlanggar hukum

141 Nico, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Um(¥ogyakartaCentre For
Documentation And Studies Of Bussiness,2003), him. 249
2 Ipid., him. 250
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sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1365 Kitab Widadang Hukum
Perdata, dimana pokok daripada pasal tersebut raskgm bahwa tiap
perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugigadieorang lain,
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkarugian itu,
mengganti kerugian tersebut. Sehubungan dengans kbsdaris SH
tersebut, jelas ternyata bahwa akibat perbuatarNdaaris SH yang mana
telah membuat akta-akta yang akan dijadikan al&ti i persidangan
tanpa melakukan pencocokan kembali antara fotokeprat-surat
Disbusement Requesiengan aslinya yang mana surat-surat tersebut di
lekatkan pada minuta Akta Pernyataan Nomor 4 tdriggaanuari 2010
dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari,20d®ini membawa
kerugian bagi pihak PT Sweet Indolampung. KeduaaARernyatan
tersebut merupakan akta yang dibuat untuk menyathkhwa memang
benar telah dibuat dan ditandatangani surat-dbisttursement Request
oleh Ir. Daddy Hariadi selaku Direktur PT Sweetdlanpung. Selain itu
Notaris SH,SH juga tidak memeriksa kembali megé&apiasitas daripada
Ir. Daddy Hariadi baik pada saat penandatang&isibursement Request
ataupun pada saat pembuatan kedua akta terselmgt,nyana menurut
Pelapor, Ir. Daddy Hariadi tidak mempunyai kapasiiatuk melakukan
itu. Dalam hal seorang penghadap mewakili sebuamBHRa penghadap
tersebut harus membawa Anggaran Dasar PT yang slieghlisasi, dan
apabila Anggaran Dasar PT yang sudah di legalisdask dapat dibawa
maka penghadap dapat membawa saksi pengenal keamaataris.
Menurut pendapat penulis dilihat dari segi HukurdaRe, Notaris
harus bertanggung jawab atas perbuatan hukum ydagardy oleh
Undang-Undang atau apabila melakukan kesalahan/gin melawan
hukum baik karena sengaja atau lalai yang meninaipukerugian pihak
lain. Dalam hal ini Notaris SH, SH telah membuabdrapa akta yakni
Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010Akda Pernyataan
Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010, yang mana dalanbpatan akta-akta
ini pihak Terlapor tidak pernah melakukan pencoookatokopi surat-

surat Disbursement Requestang dilekatkan pada minuta kedua akta
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tersebut dengan yang aslinya. Selain itu juga perlalalam membuat
akta-akta tersebut tidak melakukan pengecekan dmeipksaan terhadap
kapasitas penghadap (Ir. Daddy Hariadi) dalam rangiengeluarkan
surat-suraDisbursement Requesiehingga dapat dikatakan bahwa kedua
akta tersebut beserta fotokopi surat-sibabursement Requeseolah-
olah dijadikan sebagai akta otetik dan dokumentiktg@ang mengandung
kebenaran agar dapat digunakan sebagai pembuktiandegan
persidangan. Berdasarkan kasus di atas jelas biloteais SH,SH harus
bertanggung jawab secara pidana terhadap akta dibngtnya. Hal ini
dikarenakan akta-akta pernyataan yang dibuat oleharld tersebut
mengandung keterangan palsu. Meskipun dalam haPa&mghadap Ir.
Daddy Hrariadi yang memberikan keterangan-ketermagag tidak benar
dan menyerahkan surat-surat/dokumen-dokumen yaxgk tibenar
sehingga setelah semuanya dituang kedalam akti&tabebuah akta yang
mengandung keterangan palsu.

Tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik ydilat dan
berindikasi perbuatan pidana terjadi apabila Nstgang kewenangannya
dalam ranah hukum administrasi dan hukum perdaeukiian ditarik
atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidaaagy dilakukan oleh
Notaris karena keberadaan akta otentik Notaris yatilgarapkan
memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pdek sebagai alat
bukti terkuat dan terpenuh ternyata menimbulkampsalahan bagi para
pihak maupun pihak lain yang dirugikamNamun demikian dalam
pemeriksaan perkara pidana, notaris tidak sertaandapat dihadirkan
dalam pemeriksaan, karena pasal 66 UUJN membemeatiindungan
terhadap notaris sebagai pejabat umum. Tanpa adaurkta awal yang
kuat bahwa aktanya berindikasi perbuatan pidanaatan atas dugaan
notaris turut serta melakukan tindak pidana beskadengan akta yang
dibuatnya, Majelis Pengawas Daerah bisa saja mienpEmintaan
penyidik untuk memberikan ijin pemeriksaan terhadataris.

Menurut pendapat penulis dilihat dari Undang-Undalapatan

Notaris, profesi Notaris merupakan profesi yangkaiéan dengan
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individu, organisasi profesi, masyarakat pada unyandan Negara.
Tindakan Notaris akan berkaitan dengan elemen-eletaesebut. Oleh
karenanya, suatu tindakan yang keliru dari Notdatam menjalankan
pekerjaannya tidak hanya akan merugikan Notarisendiri namun juga
dapat merugikan organisasi profesi, masyarakandgara.

Hubungan profesi Notaris dengan masyarakat darra¢giah diatur
dalam UUJN berikut peraturan perundang-undangannyai. Dalam
menjalankan jabatannya seorang Notaris tidak pdeypds dari kewajiban
yang harus dipenuhi serta untuk memaksimalkan jenga Notaris pun
harus dapat menghindari ketentuan-ketentuan tentarspmgan dalam
jabatannya. Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN menentukbhah yang
menjadi kewajiban dan larangan Notaris yaitu di@mga adalah
bertindak jujur,seksama, mandiri, tidak berpihakand menjaga
kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan imul&erkaitan dengan
hal tersebut, dalam kasus Notaris SH,SH dapat akkat bahwa Notaris
SH, SH tersebut tidak melakukan kewajiban sebag#aié sesuai dengan
pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yakni tidak bertindajur dan tidak
menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam peabpuaukum dalam hal
ini yaitu pihak pelapor. Selain itu Notaris SH,Skgq tidak melakukan
kewajiban sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) hurukdiymemberikan
pelayanan sesuan dengan ketentuan Undang-Undarsgadablotaris.
Dalam kasus ini pelanggaran terhadap pasal tersidpat dilihat dari
tindakan Notaris SH,SH dalam hal tidak melakukamcpeokan atas
fotokopi surat-suraDisbursement Requegang dilekatkan pada minuta
akta-akta tersebut dan juga tidak melakukan pehkgecatas kapasitas
daripada penghadap yaitu Ir. Daddy Hariadi dalarh rmangeluarkan
surat-suratDisbursement RequesKetidakjujuran dan ketidaknetralan
Notaris dalam membuat suatu akta dapat menjadikatarid dikenai
tanggung jawab atas materi akta yang dibuatnyanighya, berkaitan
dengan kasus Notaris SH,SH tersebut, dikatakan d&aakam pembuatan
akta-akta tersebut Notaris tidak melakukan pencacdéembali fotokopi

surat-suratDisbursement Requegang dilekatkan pada minuta akta ini
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dengan yang aslinya dan memberikan paraf sertgpstgrada surat-surat
Disbursement Requestersebut. Tindakan Notaris SH,SH tersebut
melampaui kewenangan dari seorang Notaris atayaupa telah dibatasi
dalam Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 15ayat (2) hukJdN, yakni membuat
menjadikan suatu fotokopi tanpa ada aslinya menjagjian dari suatu
akta otentik.

Menurut pendapat penulis dilihat dari segi Kodek BNotaris,
hubungan profesi Notaris dengan organisasi prodesaris diatur melalui
Kode Etik Notaris yang ditetapkan dan ditegakkaharganisasi Notaris.
Keberadaan Kode Etik Notaris merupakan konsekukiigs dari dan
untuk suatu pekerjaan yang disebut sebagai prdesikan ada pendapat
yang menyatakan bahwa Notaris sebagai pejabat ugaung diberikan
kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya peetaturan
perundang-undangan semata, namun juga pada Ko#epEitfesinya,
karena tanpa Kode Etik, harkat dan martabat dafepinya akan hilang.
Pelanggaran terkait dengan Kode Etik Notaris adaalbuatan atau
tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulargafisasi Ikatan
Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku rdenjalankan
jabatan Notaris yang melanggar ketentuan Kode &#i/atau disiplin
organisasi. Ruang lingkup dari Kode Etik berlakwgibseluruh anggota
perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesiapuawrang lain yang
memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dglafaksanaaan
jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ter#laitigan sanksi
sebagai bentuk upaya penegakan Kode Etik Notassplanggaran Kode
Etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dsndkan sebagai
sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan widijgliaris. Sanksi
dalam Kode Etik Notaris dituangkan dalam Pasal 6gyaenyatakan
bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yaetakakan
pelanggaran Kode Etik dapat berupa teguran, peengaskorsing
(pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpudanzetting
(pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan péeti&an dengan
tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Sehuumgngan kasus
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Notaris SH, SH , dikatakan bahwa Notaris terselalsaht melakukan
pelanggaran Kode Etik Notaris yakni pasal 3 Kodi Blotaris, yang
mana pelanggaran tersebut mengenai kewajiban tektijujur, mandiri
dan tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab barkian peraturan
perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notagsghormati dan
menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan N&t&elain itu juga
melanggar pasal 4 Kode Etik Notaris mengenai tetablakukan
perbuatan-perbuatan lain yang dilarang, yakni mgjaran terhadap pasal
16 ayat (1) huruf a dan huruf d, yaitu Notaris kidzertindak jujur dan
tidak memberikan pelayanan sesuai dengan ketealam UUJN, yakni
tidak melakukan pencocokkan kembali fotokopi ssragtDisbursement
Requestyang dilekatkan dalam akta-akta tersebut dengay yeslinya,
serta tidak melakukan pengecekan kembali mengepasktas penghadap
dalam membuat akta.

Selain itu sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) hurahébdJndang-Undang
Nomor 13 Tahun 1985, surat perjanjian dan suratslannya yang
dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alaitbpktian mengenai
perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersif@dtpemaka dikenakan
atas dokumen tersebut bea metddalam kasus Notaris SH,SH ketentuan
bea materai tersebut belum dilunasi sehingga surat-Disbursement
Requestersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai eabpktian.

Oleh karena itu penulis, sangat setuju dengan BRuotudajelis
Pemeriksa Pusat yang mana memutuskan bahwa NBtd/f&H bersalah
dan melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (L laudan huruf d,
Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 56 ayat (3) Undamipng Jabatan
Notaris sehingga Notaris SH,SH tersebut harus llid»@rsanksi sesuai
dengan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris.
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BAB |11
KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab
sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelanggaran Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris yang
dilakukan oleh Notaris dalam hal tidak mencocokan surat aslinya adalah
sebagal berikut:

a Perbuatan Notaris dalam hal membuat akta-akta tetapi tidak
mencocokan fotokopi dengan surat aslinya dalam hal fotokopi
tersebut dilekatkan pada minuta akta merupakan pelanggaran
terhadap Kode Etik Notaris yaitu tidak melakukan kewajiban untuk
bertindak jujur, mandiri, dan tidak berpihak, penuh rasa tanggung
jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah
jabatan Notaris, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan
martabat jabatan Notaris, sehingga perbuatan tersebut telah
melanggar Pasal 3 Kode Etik Notaris. Selain itu, Notaris juga telah
melakukan pelanggaran terhadap Pasal 4 Kode Etik Notaris yaitu
tentang melakukan perbuatan-perbuatan lain yaitu pelanggaran
terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Sumpah Jabatan.

b. Berkaitan dengan pasal 4 Kode Etik Notaris, Notaris telah
mel akukan pelanggaran dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu
melakukan pengesahan fotokopi surat-surat tanpa mencocokan
dengan surat-surat aslinya, yang mana ini berarti melanggar
kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d jo. Pasal 56 ayat
(3), sehingga jelas ternyata bahwa Notaris SH,SH telah melanggar
Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2. Penerapan sanks yang diberikan kepada Notaris Surya Hasan, SH yang
telah melanggar Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris dulunya
berada di Tangerang dan sekarang berada di Jakarta Pusat, adal ah:
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a Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka pelanggaran
atas pasal 16 ayat (1) huruf a huruf d, yang dilakukan Notaris
dikenakan sanks sesuai dengan pasal 85 Undang-Undang Jabatan
Notaris, yakni seorang Notaris yang tidak melakukan pencocokan
fotokopi surat-surat dengan surat-surat yang aslinya akta dan
selanjutnya Notaris dikenai sanksi berupa pemberhentian sementara.
Penulis berpendapat bahwa penerapan sanks yang dijatuhkan oleh
Majelis Pengawas Pusat Notaris tidak cukup tegas. Dalam hal ini, penerapan
sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris kepada Notaris
SH,SH, adalah pemberhentian sementara dari jabatan Notaris selama 6 (
enam ) bulan dan menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris sementara.
Jika dilihat dari kerugian yang diderita oleh pihak pelapor akibat
dikeluarkannya akta-akta yang mengandung keterangan palsu tersebu, maka
penerapan sanksl yang diberikan tersebut tampaknya kurang tegas dan tidak
sebanding. Penulis berpendapat bahwa seharusnya penerapan sanksi
pemberhentian sementara selama 6 ( enam ) bulan tersebut dilanjutkan
dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Notaris sesual
dengan ketentuan dalam pasal 34 dan pasal 35 Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia No. M.01.HT.03.01 Tahun
2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan
Pemberhentian Notaris, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Menteri
dapat memberhentikan Notaris dengan tidak hormat dari jabatannya
berdasarkan surat usulan dari Majelis Pengawas Pusat dengan aasan Notaris
telah melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan, martabat dan
jabatan Notaris serta telah melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban

dan larangan Notaris.

Saran

Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh
perkumpulan lkatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres
Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi
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serta wajib ditaati oleh setigp dan semua anggota perkumpulan dan semua
orang yang menja ankan tugas dan jabatan sebagai Notaris.
Untuk itu saran yang dapat diberikan penulis adalah :

1. Diharapkan Notaris SH.SH senantiasa dalam menjalankan jabatannya
tetap berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang
berlaku dalam hal ini Undang-Undang Jabatan Notaris dan mentaati
Kode Etik Notaris yang telah disepakati bersama, yaitu melakukan
pencocokan antara fotokopi dengan surat aslinya.

2. Diharapkan Notaris SH.SH di dalam menjalankan jabatannya harus
bertindak lebih teliti lagi dan tidak melanggar kewenangan yang telah
diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

3. Untuk lebih memberikan penekanan terhadap penerapan sanksi, menurut
penulis diperlukan ketegasan dan pengawasan dari Mgjelis Pengawas
baik Daerah, Wilayah maupun Pusat terhadap penerapan sanks yang
dijatuhkan, agar benar-benar mengikat dan dipatuni oleh yang
melanggar. Selain itu, Madis Pengawas dan Dewan Kehormatan
hendaknya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik disamping
bertugas untuk mengawas  perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan
Notaris, juga harus mampu memberikan perlindungan hukum terhadap
Notaris khususnya berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah pada
posisi Notaris sebagal pejabat umum yang sedang melaksanakan tugas
negara. Selain itu hendaknya dibuat ketentuan yang mengatur mengenai
bagaimana cara Notaris yang telah selesai menjaankan hukuman
(diberhentikan sementara) akibat melakukan pelangaran, untuk
mendapatkan kembali protokolnya mengingat bahwa protokol Notaris
adalah hal yang sangat penting bagi seorang Notaris.
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